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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

. Konsonan
Arab Latin Arab Latin
| A L Th
- B L Zh
) T & ¢
< Ts a Gh
z J [ F
z H é Q
z Kh 4 K
3 D Jd L
3 Dz f M
B R O N
J Z 3 W
o S 5 H
o Sy ¢ ‘
U= Sh @ Y
U= Di

. Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis

9o
1

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang
masingmasing ditulis dengan cara berikut:
Vocal (a) panjang = A misalnya J& menjadi gala
Vocal (i) panjang = T misalnya J£ menjadi gila
Vocal (u) panjang = U misalnya ¢ s> menjadi dina
Khusus untuk bacaanya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya “nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya*“ setelah fathah ditulis

Vi



dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = s misalnya J & menjadi gawlun
Diftong (ay) =— misalnya _= menjadi khayrun

C. Ta’ marbdthah (8)

Ta™ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi
apabila Ta™ marb(thah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan
menggunankan “h” misalnya 4l i 2l menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila
berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka
ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya (¥~ > menjadi fi rahmatillah.
D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang
disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masya“Allah kana wama lam yasya™ lam yakun

Vi



ABSTRAK

Debi Naura (2024): Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Pada Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Nagari Limo
Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini di latar belakangi Mu 'amalah dalam perspektif Islam
merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan
cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-
meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya. Didalam ajaran
Islam diperintahan untuk mengelola lahan yang kosong, sedangkan mu amalah
dalam bidang pertanian ada beberapa macam salah satunya yaitu Muzdra ah.
Muzara “ah merupakan bentuk akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antra
pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada
penggarap untuk ditanami dan dipeliharadengan imbalan tertentu (persentase hasil
panen). Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah
secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut
(Muzara’ah) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat
permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah.
Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Nagari Lima Kaum, mengikuti tradisi
yang diterapkan oleh masyarakat sebelumnya. Perjanjian bagi hasil dibuat melalui
kesepakatan bersama atau akad diawal oleh pihak pemilik dan petani pekerja yang
berisi mengenai hak dan kewajiban dari kedua pihak, akan tetapi dalam
implementasi bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari
Limo Kaum sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berperan sebagai
pengelola serta juga memberian keuntungan untuk si pemilik lahan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi bagi hasil yang diterapkan
dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi di Nagari Limo Kaum dimana
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data dalam
penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistic.
Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi
secara langsung kepada responden. Hasil penelitian dapat disimpulkan bawah
konsep pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum yang dilakukan
antara petani pemilik lahan dan petani penggarap secara lisan. Sedangkan
imlementasi bagi hasil yang dilaukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum, yaitu
menggunakan akad Muzara’ah dan Mukhabarah yang mana pemilik lahan
menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan meyerahkan
sepenuhnya kepada penggarap sampai panen tiba. Sedangkan untuk pembagian
hasil dari panen tersebut masyarakat Nagari Limo Kaum itu malakukan dengn
sistem persenan.

Kata Kunci : Implemetasi, Bagi Hasil, Kesejahteraan
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ABSTRACT

Debi Naura (2024): Implementation of Agricultural Land Profit Sharing in
Improving Farmer Welfare in Limo Kaum Village, Tanah
Datar Regency

This research is based on Mu'amalah in an Islamic perspective which is the
exchange of goods or something that provides benefits in a determined manner such as
buying and selling, renting, wages, borrowing, farming, associations and other
businesses. In Islamic teachings, it is ordered to manage empty land, while mu'amalah
in the agricultural sector has several types, one of which is Muzéra'ah. Muzara'ah is a
form of cooperation agreement for processing agricultural land between land owners
and cultivators, where land owners provide land to cultivators to be planted and
maintained with certain compensation (percentage of the harvest). The agreement made
between the landowner and the rice field cultivator is verbal and without witnesses, so
that the cooperation agreement (Muzara'ah) has no legal force if in the future there are
problems or gaps between the landowner and the rice field cultivator. The
implementation of profit sharing carried out in Nagari Lima Kaum follows the
traditions applied by the previous community. The profit sharing agreement is made
through a mutual agreement or agreement at the beginning by the owner and the farmer
workers which contains the rights and obligations of both parties. Based on the
explanation above, the basic objective of this study is to determine the implementation
of profit sharing applied in improving the welfare of rice farmers in Nagari Limo Kaum
where the method used in this study is qualitative because the data in this study is
descriptive so that it does not involve numbers or statistics. Data collection methods
include observation, interviews, and direct documentation to respondents. From the
results of the study, it can be concluded that the concept of implementing agricultural
profit sharing in Nagari Limo Kaum which is carried out between landowner farmers
and farmer workers is verbal. The implementation of profit sharing carried out by the
Nagari Limo Kaum community, namely using the Muzaraah and Mukhabarah
contracts where the land owner hands over his land to the cultivator to be managed and
fully surrenders it to the cultivator until the harvest arrives. Meanwhile, for the
distribution of the results of the harvest, the Nagari Limo Kaum community uses a
percentage system.

Keywords: Implementation, Profit Sharing, Welfare
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang mana merupakan negara yang memiliki banyak
pulau serta sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya di bidang
pertanian. Indonesia juga temasuk dalam Negara Agraris, yang mana
merupakan Negara yang subur sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi
sebagai petani. Dalam sejarah pembangunan di Indonesia memperlihatkan
bagaimana keberhasilan perekonomian Indonesia dalam sektor pertanian.

Hal ini yang menjadi bukti bahwa tingginya keberhasilan dalam
bidang pertanian yang diperoleh pada era kepemimpinan Soeharto, pada
tahun 1984, yang mana Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka
produksi sebanyak 25 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari
FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Pasalnya,
pangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia terutama
masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang
sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.

System tersebut dapat di lihat dengan melihat kehidupan masyarakat
menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.
Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah mu amalah'.

Mu’amalah dalam perspektif Islam merupakan tukar menukar barang atau

! Hassan, Abul, and Masudul Alam Choudhury. Islamic economics: theory and practice.
Routledge, 2019.) him. 27.



sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli,
sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam,
berserikat dan usaha-usaha lainnya. Didalam ajaran Islam diperintahan untuk
mengelola lahan yang kosong, mu’amalah dalam bidang pertanian ada
beberapa macam salah satunya yaitu Muzdra ah?.

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak
sektor- sektor pekerjaan yang bisa dilakukan seperti dalam sektor produksi
yaitu pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. la juga dapat
melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa
sepertitransportasi, kesehatan dan sebagainya. Apabila seseorang ingin meraih
kebahagiaan hidup, maka mereka harus bekerja dengan tekun, gigih, dan kerja
keras dalam membangun usahanya untuk mencapai sukses yang diharapkan.
Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.®

Sebaliknya, Islam membenci umatnya yang hanya berpangku tangan,
malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah. Selain bekerja keras,
kita juga harus berdoa kepada Allah SWT, agar apa yang diinginkan dapat
terkabul. Sebab bekerja adalah usaha lahir yang harus dilakukan manusia atau
disebut juga syari“at, sedangkan berdoa adalah ikhtiar batin yang harus
dilakukan manusia atau disebut juga hakikat. Bertani merupakan salah satu
jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah

satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan

? Igbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Figh Islam Perspektif Indonesia."
(Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 2.1 2017)., him. 278.
® Peraturan Pemerintah Agraria no. 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil pasal 1 huruf C



dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan,
baik itu negara maju maupun negara berkembang.

Oleh karena itu, Islam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang
sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan. Dalam mengelola sektor
pertanian terkadang tidak bisa dilakukan sendiri, dikarenakan luasnya lahan
yang akan dikelola menyebabkan pemilik lahan sering kali mengajak petani
lain dalam mengelola sawah, kebun atau ladangnya. Mengelola tanah milik
orang lain dalam Islam diatur harus dengan bekerja sama, kerja sama adalah
hubungan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi
atau bisnis supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka bisa
menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit
atau ilmu kemampuan yang dimiliki sedikit.

Seperti yang telah di jelaskan untuk melaksanankan usaha pertanian ini,
adakalanya diperlukan kerja sama antara pemilik tanah dengan sesorang yang
memiliki ketrampilan dan kemampuan bertani, karena adakalanya pemilik
kebun atau sawah tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Sebaliknya ada
orang yang mempunyaikemampuan dan ketrampilan menggarap tanah tetapi
tidak memiliki kebun atau sawah. Kerja sama antara pemilik lahan dan
penggarap dalam ekonomi Islam di sebut muzara “ah dan mukhabarah.

Muzara“ah merupakan bentuk akad kerja sama pengolahan tanah
pertanian antra pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan

imbalan tertentu (persentase hasil panen). Muzara“ah dan Mukhabarah ada



kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan
muzaraah terjadi perisiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan
tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal,
bila modal berasa dari pengelola disebut mukhabarah, dan bila modal
dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara“ah.

Selain muzara“ah, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian adalah
musagah. Musagah dalam arti bahasa al-saga, yaitu seseorang bekerja pada
pohon tamar, anggur (mengurusya), atau pohon-pohon yang lainnya seupaya
mendatangkan kemashalatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang
diurus sebagai imbalannya. Ada juga definisi lain yaitu musagah adalah sebuah
bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar
kebun tersebut dirawat sehinngga memberikan hasil yang maksimal, kemudian
segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama
antarapemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan setelah akad yang dilakukan melalui perjanjian yang telah
disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Para buruh tani
yang dahulu nya menggarap lahan berasal dari kalangan kurang mampu.
Dengan adanya sistem bagi hasil muzara’ah, secara ekonomi para buruh tani
mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani
sudah mampu membeli lahan sediri. Bagi buruh tani sudah memiliki lahan
sendiri mereka fokus untuk menggarap lahannya sendiri, serta terus menggarap

lahan pertanian milik orang yang mampu menggarap lahannya. Muzara’ah



ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan
sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat

Seperti yang dimaksud dalam kitab al-umm, Imam Syafi’l
menjelaskan bahwa sunnah rosul menunukkan dua hal tentang makna
muzara’ah yakni :

1. Kebolehan bermu’amalah atas pohon kurma atau diperbolehkan
bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa
pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada
perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum
kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu
bersepakat tentang pembagian hasil , bahwa sebagian buah untuk
pemilik kebun sedangkan yang lainya untuk pekerja.

2. Ketidak bolehan muzara’ah dengan menyerahkan tanah kosong dan
tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman
oleh pengarap dengan tanaman lain.*

Muzara’ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian
antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan
pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara
dengan imbalan pembagian tertenru (persentase) dari hasil panen.> Menurut
para ulama ada yang berpendapat bahwa Muzara’ah sama dengan

mukhabarah, menurut Hanafiyah, mukhabarah dan muzara’ah hampir tidak

* Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi’l, al-Umm, Juz Ill, Dar al-Fikr,
Mesir, him.12

® Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah, (Kencana Prenada Media Group, JIn. Tambara Raya,
No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012), HIm. 240



bisa dibedakan, muzara’ah menggunakan kalimat bi ba’d al-kharij min alard,
sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat bi ba’d ma yakhruju min
al-arad, Menurut hanafiyah belum diketahi perbedaan tersebut berdasarkan
pemikiran Hanafiyah.®

Menurut Dharin Nas, Al-syafi’i berpendapat bahwa mukhabarah
adalah menggarap tanah denagan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
Sedangkan muzara’ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa
yang dihasikan dari tanah tersebut.” Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri
berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya
menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan
muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah denagan sebagian apa yang
dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah®

Adapun dalam ayat dalam Al-Qur’an yakni dalam Al-Qur’an surat Al-

Wagqi’ah ayat 63-64
5 7 s az aFsc 2 oaa 25 2 dsaggs a5
Ol (A3 31 e 13 Zle (553035 & a5

Artinya :”Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Kamukah  yang menumbuhkannya  atau kamikah  yang
menumbuhkannya (Q.S.Al-Wagqi’'ah ayat 63-64) 15 Dalam ayat diatas
menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang
kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang
menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya
menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu”

Pertanian adalah salah satu usaha amat penting, Imam Al Qurtubi

memandang bahwa usaha pertanian adalah fardlu kifayah dimana permerintah

® Hadi Suhendi, Figih Mu’amalah, (PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013),hIm.53
" Rachmad Syafe’l, Figih Mu’amalah,(CV. Pustaka setia, Bandung, 2001), HIm.205
® Hendi Suhendi, Op.cit, HIm. 54



wajib memaksakaan seseorang orang melaksanakanya, pendapat imam al
Qurtubi tersebut dapat dipahami dasarnya, karena betapa buruknya akibatnya
jika sektor ini tidak digarap. Betapa kesulitannya akan menimpa negeri bila
tidak ada usaha pertanian, karena makanan pokok dihasilkan dari pertanian.’
Bagi hasil pertanian harus didasari dan dilandasi dengan adanya perjanjian
terlebeih dahulu baik secara tertulis maupun lisan. Pertanian sangat penting
keberadaan nya di masyarakat karena melalui pertanian manusia dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan,
dari hal tersebut secara tidak lansung petani sudah menerapkan akad muzara’ah
dalam pengelolaan lahan pertaniannya.

Demikian juga Firman Allah dalam QS. ‘Abasa [80] : 24-28, sebagali
berikut

L -

3 (VT G 2 e clall e G aade ) Gl Jatls

el e 5 U Lt 308
Artinya :“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit).
Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami
tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayursayuran.
13Selanjutnya tentang angin yang dilepas Allah dengan membawa
kegembiraan, diantaranya dapat menggiring awan dan mengawinkan
tumbuh-tumbuhan.

Ayat itu merupakan peringatan Allah kepada umat manusia tentang
nikmatnya bercocok tanam serta mudahnya jalan-jalan bercocok tanam itu.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa para ulama berpendapat bahwa dalam

® Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung : CV Diponegoro, 1984),
him. 271



keleluasaan kemurahan Allah. la memberi pahala sesudah seseorang itu
meninggal dunia sebagaimana waktu dia masih hidup. Yaitu, berlaku pada
enam golongan : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mau
mendo’akan orang tuanya, tanaman, biji yang ditaburkan, dan binatang
(kendaraan) yang disediakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh.
Beliau mengutip riwayat tentang seorang laki-laki bertemu Abu Darda’ yang
sedang menanam.

Pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan dua bentuk pertama pemilik
tanah bisa mengelolanya sendiri dan berkuasa atas tanah hasilnya, kedua bisa
dengan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani membayar
langsung atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil dengannnya,
pemilik tanah bisa jadi sebuah negara atau sesorang yang memberikan tanah
kepada petani untuk diolah, petani penggarap membayar baik dengan cara bagi
hasil atau membayar tunai secara atas tanah yang digunakan kepada
pemerintah atau kepada tuan-tuan tanah.

Sebagian mereka yang mana lebih memilih lahan sendiri untuk digarap
dengan luas yang berbeda. Akan tetapi ada yang tidak memiliki lahan sendiri
untuk digarap sehingga mencukupi kebutuhan, Para petani bekerjasama dengan
yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi
hasil. Selain itu petani yang telah memiliki lahan sendiri dikarenakan lahannya
sedikit, maka hasilnya belum mencukupi hidupnya, untuk menambah
penghasilan mereka juga bekerja sama di lahan milik orang lain. Terdapat

pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat



mengarapnya karena suatu sebab sehingga pengarapnya diserahkan kepada
orang lain dengan mendapatkan sebagian hasilnya.

Sistem ini sesuai jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki dan
yang tidak memiliki lahan, karena mereka dapat saling tolong menolong
dengan cara bekerjasama. Bagi pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan
mengelola lahan ataupun jika bisa mengelolanya pun tidak dapat dilakukan
dikarenakan ada alasan lainnya yang menyebabkan pemilik tidak dapat
mengelola lahan tersebut. Maka pemilik lahan melakukan kerjasama dengan
petani penggarap yang memiliki kemampuan mengelola lahan dan tidak
memiliki lahan untuk dikelola.

Sedangkan terdapat dua macam petani penggarap. Pertama, petani
penggarap yang punya kemampuan untuk mengelola lahan namun tidak
memiliki lahan sendiri untuk menyalurkan kemampuan yang dimiliki oleh
petani penggarap. Kedua, Petani penggarap yang sebenarnya sudah memiliki
lahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengelola lahan, namun lahan
yang dimiliki oleh pemilik lahan masih kurang luas atau belum dapat
mencukupi kebutuhan si pemilik lahan, hingga pemilik lahan bekerjasama
dengan pemilik lahan lainnya agar dapat mencukupi kebutuhannya.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah
secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut
(Muzara’ah) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari
terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap

sawah. Di Nagari Limo Kaum memiliki jumlah pekerjaan yang terdata
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sebanyak 3.711 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 2.030 jiwa dan
perempuan 1.681 jiwa. Dari jumlah tersebut menunjukan bahwa profesi yang
paling banyak di Nagari Lima Kaum adalah kelompok petani/pekebun yang
mana dilihat total petani/pekebun itu sebanyak 550 laki-laki dan 208
perempuan dengan total 758 jiwa di bandinkan dengan kelompok pekerjaan
yang lainnya.

Sedangkan luas lahan di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat memiliki lahan seluas 2.300
hektare. Yang mana pemanfaatan lahan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk
bagian persawahan terdapat 760 hektare yag di khususkan untuk menanam
padi sedangkan selebihnya di bagi mejadi beberapa bagian yang pertama
Pertanian Bukan Sawah: 1.540 hektare, terdiri dari:

a. Tegal/Kebun:

b. Ladang/Huma: -

c. Perkebunan: 189 hektare

d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat: 78 hektare
e. Padang Rumput: 54 hektare

f. Sementara Tidak Diusahakan: -

Yang kedua Bukan Pertanian: 1.219 hektare Masuk dalam kategori ini
semua lahan yang tidak dipakai untuk pertanian, lahan pemukiman, lahan
untuk jalan, saluran, lapangan olah raga, lahan yang tak bisa ditanami karena

tandus, berpasir atau terjal dan lahan non-pertanian lainnya.


https://langgam.id/kecamatan-lima-kaum-kabupaten-tanah-datar/
https://langgam.id/kabupaten-tanah-datar-sumatra-barat/
https://langgam.id/provinsi-sumatra-barat/
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Oleh karena itu masyarakat Nagari Limo Kaum, merupakan daerah
yang berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat banyak yang beprofesi
sebagai petani yang mana mayoritas mata pencarian masyarakat setempat
adalah bertani padi, masyarakat Nagari Limo Kaum, yang mana memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan dari penghasilan sektor pertanian. Umumnya para
petani Nagari Limo Kaum memiliki lahan pertanian yang luas dan mereka
membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut. Sistem pertanian
yang diterapkan di Nagari Lima Kaum, sesuai dengan kebiasaan dan kondisi
penduduk setempat yaitu dengan menggunakan kerjasama sistem bagi hasil.

Pelaksanaan kerjasama sudah berlangsung sejak lama dan sudah
menjadi tradisi yang disebabkan luasnya lahan dan adanya sebagian penduduk
yang tidak sanggup mengelola lahannya. Pemilik lahan meminta petani untuk
mengurus sawah mereka, ataupun sebaliknya pihak petani meminta pada pihak
pemilik sawah supaya sawahnya dapat dirawat oleh petani tersebut. Sistem ini
biasanya disebut sebagai kerja sama muzara’ah atau kerja sama dengan sistem
bagi hasil. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Nagari Lima Kaum,
mengikuti tradisi yang diterapkan oleh masyarakat sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil dibuat melalui kesepakatan bersama atau akad
diawal oleh pihak pemilik dan petani pekerja yang berisi mengenai hak dan
kewajiban dari kedua pihak. Dalam pelaksanaan kerja sama di Nagari Limo
Kaum terdapat banyak metode kerja sama yang dipakai oleh petani dan pemilik
lahan di Nagari Limo Kaum tersebut. Berikut bentuk-bentuk kerja sama

pertanian padi yang digunakan masyarkat di Nagari Limo Kaum
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Bentuk kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan pertanian Padi di Nagari

Limo Kaum

Nama

Pemilik

Penggarap

Kesepakatan Akad

Jumlah Petak

Nunun

Mardianis

Gusnida

Bibit  dari  pemilik
lahan. Biaya perawatan
ditanggung oleh
penggarap dengan
persentase bagi hasi
70:30 (70 bagi
penggarap dan 30 bagi
pemilik lahan)

7 petak sawah

9 Petak sawah

Safia

Bibit dari penggarap .
Biaya perawatan juga
ditanggung oleh
penggarap dengan
persentase bagi hasil
50:50

9 Petak Sawah

Supik

Bibit  dari  pemilik
lahan. Biaya perawatan
ditanggung oleh
penggarap dengan
persentase bagi hasi
50:50

7 Petak Sawah

Nursani

Mak Jay

Bibit dari  pemilik
lahan. Biaya perawatan
ditanggung oleh
penggarap dengan
persentase bagi hasi
70:30 (70 bagi
penggarap dan 30 bagi
pemilik lahan)

8 Petak Sawah

Tek Neli

Nelpihendra

Bibit dari penggarap.
Biaya perawatan
ditanggung oleh
penggarap dengan
persentase bagi hasi
100 % untuk pengarap
karena lahan yang
digunakan adalah lahan
yang sudah lama tidak
di kelolah

8 Petak sawah

Mak Ilis

Meri

Bibit  dari  pemilik
lahan. Biaya perawatan
ditanggung oleh

8 Petak Sawah
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— Nama Kesepakatan Akad Jumlah Petak
Pemilik Penggarap
penggarap dengan
persentase bagi hasi
50;50 akan tetapi dalam
pengelolaan nya juga
dibantu oleh pemilik
lahan
Bibit dari pengarap . |5 Petak Sawah
Biaya perawatan
Samsiar Mardianis dltar]ggung oleh
pemilik lahan dengan
persentase bagi hasi
50:50
Bibit dari pemilik | 10 Petak Sawah
lahan. Biaya perawatan
ditanggung oleh dan
Maryati Dona pemilik lahan
penggarap dengan
persentase bagi hasi
50;50
Bibit dari  pemilik | 12 Petak Sawah
lahan. Biaya perawatan
ditanggung oleh
penggarap dengan
Pik mala Nopi persentase bagi hasi
50:50 karena dalam
proses pengelolaan juga
dibantu oleh pemilik
lahan
Sumber : Wawancara dari Masyarakat Nagari Limo Kaum, Selasa 25 Maret

2024

Namun pada prakteknya, dalam wawancara yang dilakukan penulis

dengan pemilik lahan dan serta semua beberapa penggarap lahan pertanian

padi, masih banyak kendala yang terjadi dalam praktik kerja sama tersebut,

yang mana pemilik lahan mengatakan adanya permasalahan dalam akad

tersebut yaitu Akad yang dilaksanakan petani diawal hanya perjanjian yang

berupa lisan saja tanpa ada bukti tertulis serta tidak meghadirkan saksi untuk

menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara kedua pihak dalam melakukan
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kerjasama bagi hasil padi atau dalam kerja sama ini masyarakat Nagari Limo
Kaum hanya mengikuti tradisi turun temurun selain itu dalam batas waktu
pelaksanaan kerjasama ini umumnya tidak ditentukan diawal yang mana ketika
melangsungkan akad.

Biasanya perpanjangan kerjasama ini disesuaikan dengan hasil kerja
para petani penggarap atau memang pemilik lahan tidak memiliki tenaga kerja
untuk mengelola sawah mereka tersebut. Hal ini menggambarkan adanya
pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan minimnya pengetahuan
masyarkat tentang teori-teori yang berlaku, sehingga mereka melakukan kerja
sama bagi hasil pertanian ini berdasarkan sistem bagi hasil yang turun temurun
dari pendahulunya atau disebut juga kebiasaan adat setempat.

Sedangkan ada beberapa masayarakat yang merasa dirugikan dari
system pembagian yang dilakukan pada saat perjanjian, yang mana dalam
system perjanjian tersebut tidak sesuai dengan persentase yang sudah di
tetapkan. Namun juga ada dari beberapa narasumber yang di wawancara
terdapat 4 dari 10 pengarap yang berhasil dalam melaksanakan praktek bagi
hasil dalam bidang pertanian dimana pratek tersebut sudah sesuai dengan
ketentuan Islam yakni memakai akad muazra’ah, dimana pengarap merasa
diuntungkan dalam kerja sama ini karena sudah membantu perekonomian
mereka.

Beberapa penelitian dahulu yang membahas tentang perjanjian dengan
sistem muzara’ah akan sah jika tidak seorang yang dikorbankan haknya dan

tidak dimanfaatkan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang,
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tidak boleh ada syarat-syarat sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan
antara kedua belah pihak. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya
yaitu penelitian ini peneitian ini membahasa tentag apakah akad yang
dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum sudah sesuai dengan syarat-
syarat yang terdapat pada syarat akad muzara’ah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik
untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil
muzara’ah, nisbah, dan ketentuan yang tidak boleh dilakukan serta
peningkatan kesejahteraan pada petani Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum.
Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang
berjudul “Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Nagari Limo Kaum

Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Defenisi Istilah
Agar lebih terencana serta memusatkan kasus yang hendak dibahas
sekalian menjauhi presepsi yang menimpa istilah-istilah yang ada, maka
butuh ada defenisi istilah.
Ada pula isitilah yang berkaitan dengan judul riset ini ialah sebagai
berikut:
1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari
implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang

memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.
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Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian
Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal)
dan pengelola (Mudharib).

Akad Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik
lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada
si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian
tertentu (persentase) dari hasil panen. Musagah adalah sebuah bentuk
kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar
kebun tersebut dirawat sehinngga memberikan hasil yang maksimal,
kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan
hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan
bersama.

Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan
dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan,
pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah
kesedihan (bencana) kehidupan, Pada intinya, kesejahteraan menuntut
terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer
(primary needs), sekunder (secondary needs), dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan
keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana
transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi
dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet dan lain

sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan.
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Katagori kebutuhan diatas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang

tercipta pun bersifat materil.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah sebagai berikut:

1 Bagaimana konsep kerja sama bagi hasil yang diterapkan petani padi di
Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar?

2 Bagaimana Implementasi bagi hasil yang diterapkan petani padi di Nagari
Limo Kaum , Kab. Tanah Datar?

3 Bagaimana Sistem Bagi Hasil yang diterapkan dalam meningkatkan
kesejahteraan petani Ppadi di Nagari Limo Kaum. Tanah Datar sudah

sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan Menganalisi konsep kerja sama bagi hasil yang
diterapkan petani padi di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan Menganalisi Implementasi bagi hasil  yang
diterapkan petani padi di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan Menganalisi penerapan Sistem Bagi Hasil yang

diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani petani padi di Nagari
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Limo Kaum. Kab. Tanah Datar sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi

Islam

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan motivasi dan
informasi positif bagi masyarakat melalui uraian yang dibahas dalam
penelitian ini.

a. Memberikan pengetahuan tentang sistem bagi hasil muzara’ah yang
dilakukan para petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani
penggarap dan pemilik lahan.

b. Manfaatnya dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah tentang sistem
bagi hasil muzra’ah.

c. Bermanfaat juga sebagai referensi untuk peneliti yang berminat pada
tema penelitian ini

2. Manfaat praktis
a. Bagi Penelitian
Sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan
kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis mengenai sistem bagi hasi lahan pertanian
yang dilakukan petani penggarap dan pemilik sawah atau lahan

pertanian padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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b. Bagi Masyarakat
Untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan serat
memberikan wawasan mengenai sistem bagi hasil lahan pertanian
yang di praktikan dan mengembangkan sistem kerjasama sesuai
konsep syari’ah serta memberikan gambaran dampak dari
dilaksanakannya sistem bagi hasil lahan pertanian
c. Bagi Pembaca
Dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada
masyarakat Nagari limo kaum terutama yang memiliki lahan
pertanian tentang bagaimana praktik sistem bagi hasil lahan pertnian

yang sebenarnya.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Kerangkah Teori
1. Konsep Dasar Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan,
penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk
melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainya dalam
rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.’
Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu
rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi,
implementasi, dan evaluasi.* Penjelasan lebih rinci mengenai
implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-
undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan
badan peradilan).

Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin
diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan

menstrukturkan/mengatur proses implementasi.? berbagai cara untuk Hal

10 pyji Meilita Sugiana, Implementasi Kebijakan Penaggulangan Kemiskinan Melalui
Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan, (Jakarta:
Universitas Indonesia 2012), hal 16

1 Edi Suharto, “Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan
Kebijakan Sosial”, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

12 4Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses
Kebiajakan Public”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88.
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serupa juga dijelaskan oleh Pressman Dan Wildavsky implementasi
dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan
kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana
dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan
output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce),
untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan
(to complete).

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah
kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery output)
yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompak sasaran (target
group) sebagai upaya untuk memwujudkan tujuan kebijakan. Tujuan
kebijakan diharapkana akan muncul ketika policy output dapat diterima
dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam
jangka pangang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.™

Menurut Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.
Pada konteks yang hendak penulis jabarkan dalam penelitian ini
implementasi merupakan sebuah proses ide, kebijakan, inovasi dalam
sebuah tindakan aplikatif sehingga memberikan dampak nilai maupun
sikap yang terealisasi. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris
yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out

(mwnyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical

3 Erwan Agus Dan Diah Rati, “Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya
Di Indonesia”, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.
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effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau
penerapan. implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam
rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan
tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian
kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan
lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua,
menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi
termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan
tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan
kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan
secara kongkrit ke masyarakat.*

Menurut Van Meter dan Van Horn secara definitif implementasi
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau
implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa
implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu

untuk mencapai tujuan kegiatan.

4 Solichin Abdul wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara), him,65
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2. Konsep Bagi Hasil
a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal
dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan
pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi
beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".
Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana
dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara
pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib). Sistem bagi
hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan
bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam
melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan
adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara
kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah
inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku
masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah
keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Bagi
hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk
mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin
dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas

keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih
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bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus
yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang
berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih
dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan
kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar kerelaan (An-
Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.*

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah , bagi hasil
dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga
dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau
kerugian akan dibagi bersama.* Sistem bagi hasil merupakan sistem di
mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan
kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya
pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua
belah pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya
perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di
dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas
keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.
Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus

yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang

1 Syafi’l Antoni, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), him. 90

1° Ferdiansyah, “Pengaru Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga
Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank
Indonesia)”, Jom Fekon, Vol. 2, No. 1. hlm 2.



25

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih
dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan
bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di
masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam
perbankan syari’ah terdiri dari dua sistem, yaitu: Profit Sharing dan
Revenue Sharing. Faisal Abdullah mengutip pendapat Baridwan bahwa
“pendapatan merupakan aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu
badan usaha, atau pelunasan hutang, atau kombinasi dari keduanya
selama satu periode, yang berasal dari penyerahan atau pembuatan
barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lainnya yang merupakan
kegiatan utama badan usah.*’

Bagi hasil adalah salah satu yang ada dalam ekonomi Islam
serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan
Islam. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar
dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran,
dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya
keadilan dalam distribusi pendapatan. Apabila kesejahteraan
masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara

berangsurangsur akan bisa dientaskan.

7 Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank,
(Malang: UMM Press, 2005), hal. 89.
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Bila mendapatkan bagi hasil yang lebih, maka sebaiknya umat
Islam tidak lupa dengan kewajibannya yaitu membayar zakat. Lebih
lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan
harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat
sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain
sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga
merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan
pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.

Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi
kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun
kaya. Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk
kemewahan dan pamer. Lagi pula, dalam rangka pengembangan
investasi, Islam melarang monopoli yang merupakan pilar utama
berdirinya sistem eksploitasisme. kapitalisme Islam dan mengharuskan
diterapkannya prinsip keadilan, termasuk juga dalam hal pemerataan
kesejahteraan.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri
khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan
syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus
ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).
Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak
ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan

adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya
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unsur paksaan.' Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian dari bagi hasil

itu sendiri adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua

belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai shahibul mal

(pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola dana).

b. Konsep Bagi Hasil
Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang
diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi
syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagi berikut :

1)  Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keunagan
yang bertindak sebagai pengelola dana.

2) Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang
dikenal dengan sistem pool of fund (penghumpunan dana),
selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana
tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan
menguntungkan serta memenuhui semua aspek syariah.

3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi
ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan
jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.™

c. Konsep Bagi Hasil Pertanian Pada Zaman Rasulullah
Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil(muzara’ah),

dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas.

¥ Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,
(Yogyakarta:UlI Press, 2004) him.18

19 Ach. Bakhrul Muchtasib, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, (Jakarta:
Rajawali Pers,2006)
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Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar
jumlah bagian masingmasing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid
Sabig mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang
mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah
atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara
pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan
tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling
membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu
mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan
tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnyanya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah Jilid 13” ,beliau
mengemukakan bahwa Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) telah terjadi pada
masa Rasulullah Saw., beliau mengetahuinya dan menetapkannya.
Kalaulah  tidak  demikian  (terlarang) tentu Rasulullah  tidak
memberikannya, karena terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi
tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan terkadang pula ada orang
yang tidak memiliki harta tetapi tidak berkemampuan mengolah, dan
terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki
kemampuan untuk mengolah. Oleh karena itu, syari’at membolehkan
muamalah ini agar kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Peradaban Islam dalam bidang pertanian dimulai sejak zaman
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Rasulullah. Dalam literatur sejarah Islam, kaum anshor merupakan contoh
kaum yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Rasulullah tidak
pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan profesi tersebut.
Justru memita meraka untuk mamakmurkan dan menjadikan pertanian dan
perkebunan sebagai alat perekat antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertaniaan dalam pandangan
Islam. Namun sekiranya kita melihat keadaan sekeliling kita, bahwasanya
keberadaan petani tidaklah bernilai lebih dari wujud buruh. Masyarakat
modern sekarang tidaklah memperhatikan bahwasanya kerja keras
petanilah yang mempunyai peran paling besar dalam kelangsungan
kesejahteraan manusia, dari segi pangan terutama.

Padahal sebagai khalifah di muka bumi, alangkah sudah sepatutnya
manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada
para petani, sebagaimana islam telah memuliakan petani sejak zaman
dahulu, dan pertanian zaman islam sendiri pun telah menjadi sebuah corak
peradaban dengan nilai tambah tersendiri yang tak mungkin terpisahkan.
Bercocok tanam atau pertanian menjadi anjuran Nabi, karena bernilai
jariyah bagi pelakunya.

Dalam masa khilafah islamiyah pun, kegiatan pertanian merupakan
salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan.
Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut
menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber

pendapatan petani. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab
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beliau banyak membuat kebijakan untuk mamajukan bidang pertanian.
Diantaranya adalah penggarapan lahan yang mati, pengaplingan tanah,
memaksimalkan peranan pengambangan pengeloloaan lahan tidur,
pengelolaan  lahan  yang  dilindungi  pemerintah,  pengaturan
pengeksploisasian bumi di daerah takhukan dan pengelolaan air.

Umar menghimbau untuk menghidupkan lahan yang mati sebagai
cara untuk mendapatkan hak milik. Politik Umar di dalam pengaplingan
tanah memiliki karakteristik, diantaranya: menetapakan syarat bukan milik
pribadi dan tidak merugikan orang muslim atua kafir dzimmi membataisi
luas tanah, menarik kembali tanah yang diberikan jika ditelantarkan oleh
penerimanya. Dalam masalah daerah takhlukan, Umar tidak membagi dan
membiarkan tetap ditangan penduduk sebagai legalitas sistem ta“mim
karena tanah tersebut merupakan fa“i bagi para pejuang yang harus
dibagikan diantara meraka. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang
bangsa arab untuk menjadi petani karana mereka bukan ahlinya.
Menurutnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada yang bukan
ahlinya sama dengna perampasan hak-hak publik.

Setelah masa Khulafaurrasyidin bidang pertanian berkembang
dengan baik, sampai pada masa khalifah Daulah Abbasiyah pada masa
pemerintahan Khalifah Harun Arrasyid. Dia sangat memperhatikan,
membela dan menghormati kaum tani dengan meringankan pajak hasil

bumi dan bahkan ada yang dihapuskan.



31

3. Konsep Akad Muzara’ah, Mukhabarah, dan Musagah
a. Pengertian Akad Muzara’ah

Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama
al muzara’ah yang berarti Thart al-zur’ah (melemparkan tanaman),
maksudnya adalah modal Al-Hadzar. Makna pertama adalah makna
majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Sedangkan
muzara’ah secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah
pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan
pengelolah dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara
mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam
perjanjian atau berdasarkan urf’(adat kebiasaan).

Muzara’ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan
pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipengelola lahan untuk
menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu
(persentase) dari hasil panen.”

Definisi ulama Hanabilah berorientasi pada pengalihan
pengelolaan lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan
mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua
pihak. Muzara’ah disebut juga mukhabarah atau muhagalah dan
orang-orang lraq menyebutnya dengan garah. Ulama Syafiiyyah

mendikotomikan istilah muzara’ah dan mukhabarah. Mukhabarah

0 Mardani,Figh Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him.
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didefinisikan dengan pengerjaan lahan yang selanjutnya diikuti
dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si
penggarap. Adapun muzara’ah pengerjaan lahan dengan benih yang
bersumber dari pemilik tanah.?

Menurut Sayyid Sabig dalam kitabnya Figh As-Sunnah
mendefinisikan Muzara’ah dengan,”Menyerahkan tanah kepada orang
yang akan menggarapnya, dengan ketentuan sipenggarap akan
mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau
lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan keputuan bersama.? Menurut
Sulaiman Rasyid, Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain)
seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya
(seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan
dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Sementara Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain)
seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya
(seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan
dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi
Muzara’ah menurut bahasa berarti Muamalah atas tanah dengan
sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah Muzara’ah
berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap
dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap

agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya.Misalnya

21 Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus,
2008), him. 482
%2 sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Dar Al-Fikr, Beirut 1998), jilid 3, him. 137
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seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.?

Menurut Dharin Nas, Al-syafi’i berpendapat muzara’ah adalah
seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasikan dari tanah
tersebut. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa
muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah denagan sebagian apa yang
dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Menurut Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah
sama dengan muzara’ah. muzara’ah adalah menyewa tanah dengan
ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata
mukhabarah, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di pengelolaan
tanah untuk dikelola secara produktif. Dengan tujuan kerjasama antara
pemilik tanah dengan pengelola.

Dalam kitab al-umm, Imam Syafi’i menjelaskan bahwa sunnah
Rasul menunjukkan dua hal tentang makna muzara’ah yakni pertama:
kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan
bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa
pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada
perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah.Namun sebelum
kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu
bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk

pemilik kebun sedangkan yang lainya untuk pekerja.

2% Sulaiman Rasjid, Figih Islam,(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), him. 301
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Kedua: ketidak bolehan muzara’ah dengan menyerahkan
tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu
ditanami  tanaman oleh pengarap dengan tanaman lain.
Muzara’ahadalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian
antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk
menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu
(persentase) dari hasil panen.*

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa Muzara’ah
sama dengan mukhabarah, menurut Hanafiyah, mukhabarah dan
muzara’ah hampir tidak bisa dibedakan, muzara’ah menggunakan
kalimat bi ba’d al-kharij min al- ard, sedangkan dalam mukhabarah
menggunakan kalimat bi ba’'d ma yakhruju min al-arad, Menurut
hanafiyah belum diketahi perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran
Hanafiyah.® Menurut Dharin Nas, Al-syafi’i berpendapat bahwa
mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan
dari tanah tersebut. Sedangkan muzara’ah adalah seorang pekerja
menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.?

Imam Taqiyuddin didalam kitab “kifayatul ahya” menyebutkan

bahwa muzara’ah adalah menyewa seseorang pekerja untuk

2* Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi’l, al-Umm, Juz 111, (Mesir: Dar
al-Fikh), him. 12

% Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah, (JIn. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), him. 240

% Hendi Suhendi, Figih Mu'amalah, , (Jakarta: PT, Raja Grofindo Persada 2013), him.
53
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menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya.
Sedangkan mukhabarah adalah transaksi pengolahan bumi dengan
upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Muzara’ah adalah
pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak
menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang
telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih
menurut pesetujuan bersama.”’

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami
bahwa mukhabarah dan muzara’ah ada kesamaan dan ada pula
perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama
yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk
dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari
pengelola, disebut mukhabarah, jika modal dari pemilik tanah disebut
muzara’ah.

Fatwa DSN-MUI yang mengatur akad muzara‘ah adalah Fatwa
DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XI11/2012 tentang Perjanjian pada
Akad Muzara'ah terhadap Bagi Hasil Panen Padi. Muzara'ah adalah
akad kerja sama usaha pertanian antara pemilik lahan dan penggarap,

dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Benih tanaman berasal dari pemilik lahan

2. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah

yang disepakati

%" Imam Tagjiyudddin, Kifayatul Ahyar, Juz I, (Surabaya:Dar al-Ihya’), him. 314
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Dalam praktiknya, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor
85/DSN-MUI/X11/2012 belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi
syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Adanya pihak yang tidak menunaikan janji
2. Adanya pihak yang tidak adil dalam sistem bagi hasil
3. Adanya pihak yang tidak mampu menunaikan akad

Secara Etimologi, Muzara’ah berarti kerja sama dibidang
pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan
menurut istilahFigih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola
tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.
Secara Terminologis, Muzara’ah adalah penyerahan tanah pertanian
kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua dan
menurut pendapat dari beberapa ulama.

b. Dasar Hukum Muzara’ah
1) Dalam Al-Qur’an Dalil tentang diperbolehkannya pratek muzara’ah
Al-Qur’an Surat al-Waqi’ah ayat 63-64:
s o3 G5 312652 5 e (435 6 e i
Artinya :
“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Menumbuhkannya atau kamikan yang menumbuhkannya:”
Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah
kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang
menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya,

apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh

atakah kami yang menjadikannya begitu.Dan diriwayatkan dari
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Hujr Al-Mundzir, bahwan apabila Nabi SAW, membaca :

Yang artinya kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami
yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain yangsemisalnya, maka
beliau berkata :bahkan engkaulah ya rabbi.?

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur’an Surat Al-

Muzammil ayat 20.
Saz (all (a Al 438 Ay O A o 331 2 6 Gl s 0 )
Oe D18 15 0 Rl B 850038 o of e Sl O 5% 4
O350 a1 3 Gt GAle s (e i &l o e Gl Sl
oadly Aa 0 e |pd T Je 8 sl 508055 AT Jb 00e
BN Pk Ly Ui L all T gm0 85501 58025 8 5120

s x 4; P23 foo 4 aiie Syeif o goat ¥ ag s fe P
aenhy st A1 G AT 8505 1580 Al 5 1758 5h AT Sie 55883

Artinya :. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau
(Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau
seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan
dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam
dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan
batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu,
karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit,
dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan
yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan
Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan
dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas

mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak

%8 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, CV. TohaPutra Semarang, jin.
Kauman, 1989, HIm. 268
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memikul beban yang berat.Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu
mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan
dimuka bumi,bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya,
untuk mencari sebagian karunia Allah.Baik keuntungan perniagaan
atauperolehan ilmu.?

Dalam Al-Qur’an QS. Az-Zukhruf Ayat 32
Lud)}Lu.ﬂ\ a#\gwe@uwu‘;JJJJMJUMeM
aa 2 ‘JJJMJ}L’JML“"—‘?G“A’—’M‘—‘AJJUMOJ&M

B

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi
pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan
manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang
dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat
tuhanpemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang
agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hukum-hukum
kami tetap kan atara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik
yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana
kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat

melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka

dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang

2 M. Quraish Shihab, Op.Cit, volume 14, him.429-430
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lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong
menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Dalam Hadist disebutkan

el ey (J OU G U s o
U oy )

Artinya:“Barang  siapa yang mempunyai tanah,
hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya
untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).*

Adapun dalam hadis Iain menyebutkan
A

/o s hs 3 oo/

yyu@;wmwmw Gl )

y £ /- ’ 32 // )
' ’ ' - . ' ' ‘ 1 '
(Gl ) (15 8 o e e
Artinya : “Di riwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya
Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan
penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil
berupa buah-buahan atau tanaman”(Hadis Riwayat Bukhari)**
Adapun dalam hadis lainya juga disebutkan
R - o /fo//,a’} °f7 s 2 Ty s . s sgf
Q:Uzs‘;.fﬁjjd&;-)\ Lad edasy ae JB L <
_.///ﬂ .0 .| . & a‘s/.o}ﬂo/oﬂ‘?/,’:///.j
e)J\}LU ¥ V_Lu)i\:lpd)i'l le‘,a U:‘J‘ ) Qj&&}g (._@_:Uo;:\:-;&\
o T~ l\w T & j,f [ ) o~ - ‘e ~ T s s
lewuud,m usw@&t@cﬂx@s e Js
L A ST AT g e Wi Ay
(H—M‘a‘j)u‘}lﬂ 'L.:—:_;- L@...LG/__ ..L:’—'L_g

% Achmad Sunarto dan Syamsudin, Himpunan Hadits ShahihBukhari, Annur Press,

Jin. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008, him. 227
1 Muhammad faud Abdul Bagi, AL-Lulu’ Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari
dan Muslim, Ummul Qura, JIn. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013, him. 687
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Artinya : Sesungguhnya Thawus r.a bermuukhabarah, Umar
r.a berkata: dan aku berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau
engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi
melarangnya . kemudian Thawus berkata : telah menceritakan
kepadaku orang yang suungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu
Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya
beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya,
hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya
dengan yang telah dimaklumi. (HR.Muslim)®
Diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair “Dari Urwah ibnu Zubair
berkata: “Semoga Allah mengampuni Rafi “ ibnu Khadij. Demi Allah,
Aku lebih mengeta hui hadits daripada ia. Rasulullah saw melarang
menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang
bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu
beliau bersabda: “Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu
menyewakan tanah” Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau:
“Janganlah kamu menyewakan tanah.®

Ibnu Umar berkata; “kami menganggap muzara'ah adalah
sesuatu yang diperbolehkan hingga aku mendengar Rafi' bin Khadij
berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah
melarang darinya. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada
Thawus. Lalu ia berkata; Ibnu Abbas berkata kepadaku;
sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak melarang
darinya. Akan tetapi beliau bersabda: "Sungguh, salah seorang
diantara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah
lebih baik daripada ia mengambil upah tertentu atas tanah tersebut."”
34

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a
“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: tidak

mengharamkan ber Muzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya

%2 Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz: I,
diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, him. 989.

¥ Abu Abdurahman Ahmad Ibn Syu““aib Ibn ,,Ali al-Kharasani an-Nasai, Sunan an-Nasai,
2009: Juz. VII, him. 55

% Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, 2007: juz. 111, him. 228
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sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang
siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan
faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan
saja tanah itu.®

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem Muzara’ah itu
dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani
dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk
mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan
pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan
bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil
yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara
petani dengan pemilik tanah pertanian.Pemilik tanah tidak mampu
mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunya tanah atau
lahan pertanian.

C. Rukun Dan Syarat Muzara’ah
1) Rukun Muzara’ah

Jumhur ulama membolehkan akad muzara’ah, mengemukakan

rukunyang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.
a) Penggarap dan pemilik tanah (akid)
adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan

sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan

% Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, juz 3, No. Hadits 2449,
hal.819
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akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara’ahsah apabila
dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang
berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berihtiar.

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara’ah di atas orang gila
dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini
dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan.Hal ini
dibolehkan apabila ada izin dari walinya.Untuk kedua belah pihak
yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya
berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu
gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu
tidak sah.*

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu
orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang
memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk
(berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur
harta bendanya.

b) Obyek muzara’ah (ma qud ilaih)

Ma’qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau
barang yang dijadikan obyek pada akad. la dijadikan rukun karena
kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya
serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad muzara’ah itu

tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.

% sayiyd sabiq.Fikih Sunnah 12, (Bandung: PT Alma“arif, 1987), h. 115
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Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah
pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih
dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang
bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah- tanah tersebut dapat dilihat
dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat
menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini
dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya)
dari masing- masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama
yang berkaitan dengan tanah antara lain: untuk apakah tanah tersebut
digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka
harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus
ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan
berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan
sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan
yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan
presentasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa
(penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

c) Harus ada ketentuan bagi hasil
Menurut ketentuan dalam akad muzara’ah perlu diperhatikan
ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat,
lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui

dengan jelas, disamping untuk pembagiannya, karena masalah yang
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sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil
serta waktu pembiayaan pembagian hasil harus sesuai dengan
kesepakatan keduanya.
d) ljab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan gabul, baik dalam
bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan
adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad
tersebut. ljab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan
penggarapnya.Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang di
ucapan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun ghairu
munajjas (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan
batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu
syarat.*’

Akad dalam figh mu’amalah berasal dari kata bahasa Arab i -
lag yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian,
percampuran, menyatukan.

Menurut ulama Hanafiah rukun muzara’ah adalah akad, yaitu
adanya ijab dan gabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun
secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah
menjadi 4, antara lain:

1) tanah;

2) perbuatan pekerja;

%" Suhwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), him. 148



45

3) modal,

4) alat-alat untuk menanam.

Berikut adalah rukun muzara’ah yang dikemukakan oleh
jumhur ulama yaitu,

1) Pemilik lahan;

2) Petani penggarap (pengelola);

3) Objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja

petani;

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas,
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari muzara’ah antara
lain adalah:

1) pemilik lahan;

2) Petani penggarap/pengelola;

3) Objek muzara’ah (lahan/tanah yang hendak dikelola);

4) adanya manfaat/hasil kerja pengelola;

5) shighat.

2) Syarat Muzara’ah
Menurut jumhur ulama syarat-syarat muzara’ah, ada yang
berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan
ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan

jangka waktu berlaku akad.®

% Ali Hasan, Berbagai Macam Transakasi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grapido
Persada, 2003), him. 276-277
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Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus
baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama
hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat
tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena
tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yaitu tidakmempunyai
efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf
dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat
tambahan itu karena akad muzara’ah tidak dilakukan sesama
muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non
muslim.

Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus

jelas dan menghasilkan.

Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:

a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman
yang tidakcocok ditanam didaerah tertentu.

b) Batas-batas lahan itu jelas.

c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk
dikelola dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan
untuk mengelolanya.

syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:

a) Pembagian hasil panen harus jelas

b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang

berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisinkan lebih
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dahulu sekian persen.

c) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang
yang sama.

d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang
maklum.

5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam
akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan
akad sewaktu- waktu:

a) Waktu yang telah ditentukan.

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang
dimaksud.

c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pehak hidup
menurut kabiasaan.

6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat
tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan
kepada pemilik tanah.

Syarat-syarat muzara’ah menurut 4 mazhab:
a) Mazhab Hanafi Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi
menurut ulama ulama mazhab Hanafi meliputi:
1) Agid (orang yang mengadakan kesepakatan ) minimal seorang
aqid harus memenuhi dua syarat: pertama Aqid harus berakal

dan kedua Tidak murtad.
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2) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang
akan ditanam. Adapun syarat mazru (tanaman yang ditanam)
sebagaimana tanaman yang biasanya ditanam terutama yang
sesuai dengan cara muzara’ah, syarat-Syarat yang berkaitan
dengan hasil yang diperoleh dari tanaman antara lain:

a) Hasil yang diperoleh teruslah diterangkan dalam akad.

b) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan
antara dua orang yang bersepakat (berakad).

¢) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum
dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakad.

3) Syarat-syarat tanah yang ditanami antara lain:

a) Tanahnya harus subur ditanami.

b) Tanah yang akan ditanami harus jelas.

¢) Tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala
halangan yang yang merintangi penggarapan.

4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan waktu muzara’ah antara
lain:

a) Waktu harus ditentukan.
b) Waktunya layak untuk terselenggaranya pengelolahan tanah
sampai selesai.
¢) Waktunya terbentang selama-lamanya.
b) Mazhab Maliki

Dalam masalah akad muzara’ah ulama Maliki memberikan
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syarat sebagai berikut:

1) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu Yyang
terlarang.

2) Dua orang yang bekerjasama hendaknya bersamasama dalam
memperoleh keuntungan artinya masing-masing memungut
keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan jadi salah satu
pihak menyerahkan separuh yang dibutuhka maka ia tidak boleh
memungut hasilnya lebih dari sepertiga.

3) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing masing
orang yang bekerja sama.

4) Masing-masing dari orang yang bekerjasama mengeluarkan
benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan
sifatnya®

C) Mazhab Syafi’i Sedangkan syarat-syarat muzara’ah menurut ulama
syafi’i antara lain:
1) Akad musaqah dan akad muzara’ah di jadikan satu, kalau
akadnya sendiri sendiri maka akad tersebut tidak sah (batal).

2) Akad muzara’ah dan musaqah bersambung artinya akad
muzara’ahlah yang mengikuti akad musaqah.

3) Mendahulukan akad musaqah dari akad muzara’ah.

4) Hendaklah berhati-hati terhadap penggunaan akad musagah

dengan tanpa merawat hasil itu jika tidak tetap menyirami pohon

% Abdur rahman al-jaziri, Figih Empat Madzhab, Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang,
1994, 43
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(tumbuh-tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya, apabila
hasil itu dimungkinkan dan sesugguhnya praktek diatas seperti
itu sah, dengan memberi upah secara kontinyu terhadap

muzara’ah akan tetapi syarat ini tidak tetap.

d) Mazhab Hanabilah Adapun syarat-syarat muzara’ah menurut ulama

Hanabilah antara lain:

1)

2)

3)

Orang yang melangsungkan akad. Untuk orang yang melakukan
syarat dilakukan bahwa keduanya adalah orang yang telah
baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat
seseorang dianggap lebih cakap bertindak hukum. Dalam
melakukan atau dalam melaksanakan akad yang telah di
jelaskan hukumnya maa dapat kita anggap sebagai orang yang
memakai akan yang telah ditetapkan dalam hal diatas sudah
dikatakan mereka sudah

Benih yang akan ditanam. Syarat yang menyangkut benih- benih
yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan
tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
Karena ketika benih yang dierima tidak jelas atau ketentuan
tidak sesuai maka hasil yang akan diperoleh dri banih tesebut
akan merugikan sipemilik dan juga akan merugikan di
penggarap, maka akan sama-sama rugi.

Tanah yang akan dikerjakan. Syarat yang menyangkut benih

yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan
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tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

Tanah yang akan dikerjakan :

Menurut adat dikalangan petani tanah itu boleh digarap dan
menghasilkan  jika tanah itu boleh digarap dan
menghasilkan jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan
kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah
pertanian maka akad muzara’ah tidak sah.

Batas tanah itu harus jelas, dimana tanah tersebut harus
jelas keberadaannya dan harus jelas kepemilikan tanah
tersebut, karena itu akan menjadi berpengaruh terhadap
syarat..

Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk
digarap apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut
mengelola tanah pertanian itu, maka akad muzara’ah itu

tidak sah.

d. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Muzara’ah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab

senantiasa mengolah tanahnya secara muzara’ah dengan metode

pembagian hasil yaitu 1/3: 2/3, atau 1/4: 3/4, dan 1/2: 1/2.%

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain,

yaitu:

1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena

0 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, Cetakan

ke-2,2013), him. 241
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nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil

panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan

menjadikannya tidak sah;

2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah
pihak. Tidakboleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen
dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat
merusak akad,;

3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh
dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah
lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar
pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya
perselisihan di kemudian hari;

Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari
keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak
adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka
dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya
menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut. Bagi
hasil dalam pertanian dapat diartikan sebagai pembagian hasil atas
pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase
tertentu. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahgaf: 19

ujAﬂa.\\)! /:@J:AE‘A}/{’}‘AAQLAAL_\AJJJSSJ

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada
dirugikan.
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Mohammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna

kontekstual dari ayat di atas adalah bahwa upah yang diberikan kepada

para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar

eksploitasi kedhaliman

. Akibat Hukum Dari Praktek Muzara’ah

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta

syarat muzara’ah di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara

kedua belah pihak yang mengadakan akad muzara’ah tersebut. Oleh

karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan

pekerja, diantaranya yaitu:

1)

2)

3)

4)

Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan
biaya pemeliharaan pertanian tersebut.

Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada
kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-
masing pihak tidak boleh dipaksamengairi melalui irigasi.

Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia
sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena
jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (ijarah)
bersifat mengikat kedua belah pihak. Lazimnya di Indonesia apabila
salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli

warisnya, sampai habisnya jangka waktu sewa-menyewa.
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5) Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, sebagaimana yang
dikatakan bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam
hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya
yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat
urgensinya  dalam  mengatasi  kemusykilan, menyelesaikan
perselisihan dan menciptakan kerukunan*

f. Berakhirnya Akad Muzara’ah
Beberapa hal yang menyebabkan batalnya muzara’ahadalah
sebagai berikut :
1) Habis masa muzara’ah
Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak telah habis maka, muuzara’ah yang dilakukan
oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara
keduanya akan melanjutkan muzara’ah tersebut maka kedua belah
pihak harus melakukan akad kembali.
2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia
Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal
dunia maka akad muzara’ah yang telah dilaksanakan atau yang
baru akan dilaksanakansecara otomatis berakhir, karena muzara’ah
adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanaman, jadi kedua

belah pihak memiliki tanggung jawab masiing-masing.

* Sayiyd Sabig. Fikih Sunnah 12. (Bandung: PT. Alma’arif, 1987). HIm. 190
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3) Adanya uzur

Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang

menyebabkan batalnya muzara’ah antara lain: tanah garapan

terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan

lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah,

seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT danlain sebagainya. Suatu

akad muzara’ah menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila:

1)

2)

3)

4)

Meninggalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh
ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara
tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja
sampai tanamanitu matang. Ahli waris dari yang meninggal
tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika
penggarap Yyang meninggal dunia, maka ahli warisnya
menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan mengolah
tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak
melarangnya.

Jangka waktu yang disepakati berakhir jika dalam menyewa
tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang
dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu
menghindari waktu habis sebelum panen tiba.

Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga
kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.

Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai
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pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

g. Hal-hal yang membatalkan muzara’ah

Dari meteri diatas sudah dijelaskan secara rinci mengenai rukun

dan syarat terjadinya akad muzara’ah, maka tidaklah sempurna jika

tidak dibarengi dengan penjelasan tentang hal yang meyebabkan akad

muzara’ah itu tidak sah, cacat bahkan batal menurut syariat. Menurut

para ulama figh yang membolehkan akad muzara’ah bahwa akad ini

akan berakhir apabila:

1)

2)

3)

Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka
waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak
panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya
dibagi sesuai denagn kesepakatan bersama diwaktu akad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang
yang berakat wafat, maka akad muzaraa’ah berakhir. Karena
mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan.
Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa
akad muzara’ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak
berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.
Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah atau
pun dari pihak pengarap atau pengelola yang meneybabkan tidak
boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh

pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh
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pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
2) Adanya uzur petani
h. Tidak Sah dan Berakhirnya Muzara’ah
Di dalam Muzara’ah tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah
tertentu ini untuk sipemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk
sang petani.Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan
Bagianku sekian Wasaq. “Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin
Khadij, ia bercerita. “Telah mengabarkan kepadaku dua orang
pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi
Muhammad, SAW. Dengan sewa hail yang tumbuh diparit-parit,
dengan sesuatu sebidang tanah yang dikecualikan oleh sipemilik tanah.
Maka Nabi SAW melarang hal itu*
Selanjutnya pernyataan di atas diperkuat dengan dalil dan
hadist berikut: Dari Rafi’ bin Khudaij, ia menurutkan. “Kami
termasuk golongan Anshar yang paling banyak memilik kebun.
Dulu kami bisa mempekerjakan orang untuk menggarap tanah
dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan
bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya yang
sebelah sini menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak.
Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan)
dengan perak kami tidak dilarang.” (Diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan Muslim).*?
i. Hikmah Muzara’ah

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan,

namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti;

*2 Nandang Burhanudin, Kitab Mu’amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Figh Al-Qur’an)
Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), Cetakan I, hal.
158.

3 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al
imam As-syaukani , (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006),Jilid 3, hal. 181
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memiliki pekerjaanpokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari
lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif.Sebaliknya,
banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk
mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak
adanya lahan.

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan
hikmah dengan melakukan muzara’ah ini, di antaranya:

1) Muzara’ah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan
lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya
pihak yang mengelola.

2) Dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong di antara
sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak
memiliki perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di
bidang perkebunan.

3) Selain untuk sarana tolong menolong, muzara’ah juga akan
memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui
pembagian hasil panen

Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong
bisa dikelolaholeh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah

merasa diuntungkan karena tanahnya terkelolah.
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Mukhabarah
a. Pengertian Mukhabarah
Tagiyyuddin menyatakan bahwa muzara“ah dan mukhabarah
merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya
mempunyai arti, yang pertama berarti tharh az-zurrah (melemparkan
tanaman), yang kedua adalah al-hadr (modal). Meskipun demikian masih
banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna berbeda.
Sedangkan secara istilah Syeikh Ibrahim Al-Banjuri mendefinisikan
Mukhabarah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada
pekerja dan modal dari pengelola. Mukhabarah menurut Syafi“iyah
adalah:

Artinya: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa
yangkeluar dari bumi”

Muzara“ah dan Mukhabarah memiliki makna yang berbeda,
pendapat tersebut dikemukakaan oleh al-Rafi“l dan al-Nawawi.
Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, muzara“ah dan mukhabarah
merupakan satu pengertian. Setelah melihat beberapa definisi tentang
mukhabarah diatas, dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah sebuah
kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang
pertanian, dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan
tanahnya kepada penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi
antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ ladang sesuai dengan

kesepakatan di awal akad.
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b. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalil pendapat yang membolehkan akad mukhabarah antara lain:**

1) Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya
diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara
Syar“i karena faktor ketidak jelasan, penipuan dan penganiayaan
terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-
akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syari“at tetap
membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.

2) Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak
beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan
dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal
masa kekhalifaan Umar RA mengusir mereka keluar dari Khaibar,
Dan itu semua harus dilakukan sepengetahuan sahabat.

¢. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Jumhur ulama membolehkan akad mukhabarah dan mengemukakan

rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1) Pemilik lahan.

2) Petani penggarap (pengelola)

3) Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja

Pengelola.
4) ljab dan kabul

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat mukhabarah dan muzara“ah

* Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 153.
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sama, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan
ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan
jangka waktu berlaku akad.
Musagah
a. Pengertian Musagah
Menurut etimologi, musagah adalah salah satu bentuk penyiraman.
Orang madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Akan tetapi
istilah yang lebih dikenal adalah musagah. Adapun menurut
terminologi Islam musagah adalah suatu akad dengan memberikan
pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara
keduanya. Musagah diambil dari kata al-saga, yaitu seseorang bekerja
pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang
lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu
dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Kewajiban menyiram (musagi) menurut
Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon
dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah, ditambahkan pula
untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan
saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang
merambat, memelihara buah, dan perintisan batangkannya.
b. Landasan Hukum Musagah
Penentuan keabsahan akad musagah dari segi syara“, terdapat
perbedaan ulama figh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka

berpendirian bahwa akad musagah dengan ketentuan petani penggarap

** Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 205-206.
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mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena musagah
seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang
akan dipanen dari kebun itu.** Akan tetapi menurut kebanyakan ulama,hukum
musagah itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : Artinya:
“Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya nabi memperkerjakan penduduk
khaibar untuk menggarap lahan dikhaibar dengan upah separuh buah-
buah dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu.” (HR.Bukhari)*®

Musagah juga didasarkan atas ijma™ (kesepakatan para ulama), karena
sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial
antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang
kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Maidah
ayat 2:

‘)bé.\hj\yjddé\Yje\)ﬂ\p\Yj&\w\)&y\j.m\;u.aﬂ\tg_ih
y}\ﬁdhtﬁﬁ"ﬂé‘J‘}L}AJJ&JU‘“MUN("F‘M\W\g
‘;g\}gu:g\} 3 ¢l ‘g‘“ : o8 &5k of o3 HI5548 2K A

EaTl A i G A "\w;ﬁ\”muh\ﬂwyjdﬁmjﬂ\
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Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu
kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.”(0S. Al-Maidah: 2).

¢. Rukun dan Syarat Musagah
Syarat musagah sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada

dalam muzara “ah. Pada musagah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis

benih, pemilik benih, kelayakan kebun serta ketetapan waktu.

* Muhammad Faud Abdul Bagi, Al- lu“lu Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari
danMuslim, (Jakara: Ummul Qura 2013), h. 687
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Beberapa syarat yang ada dalam muzara “ah dan dapat diterapkan

dalam musagah adalah:
1) Ahli dalam akad.
2) Menjelaskan bagian penggarap.
3) Membebaskan pemilik dari pohon.
4) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan
akad.
5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai batas akhir.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun musagah adalah ijab dan
gabul, seperti pada muzara “ah. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja,
tidak seperti muzara“ah. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musagah

ada 3 yaitu sebagai berikut:*’
1. ,,aqgidain (Pemilik kebun dan penggarap)
2. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
3. Shigat, yaitu ijab dan gabul.
d. Resiko dari konsep Muzara’ah, Mukhabarah dan Musaqah
Tingkat risiko akad muzara'ah,mukhabarah dan Musagah berbeda,

tergantung pada siapa yang menanggung biaya dan bibit tanaman:

Akad Tingkat risiko

Muzara'ah Pemilik tanah menanggung biaya benih dan penggarap
menanggung risiko setengah dari modal awal

Mukhabarah | Penggarap menanggung seluruh kerugian dan pemilik tanah hanya
menyediakan tanah

Musagah Pihak yang membuat kelalaian dalam mengelola lahan pertanian

" Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 407
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Perbedaan utama antara muzara'ah dan mukhabarah adalah asal

bibit tanamannya:

1) Muzara'ah: Bibit tanaman berasal dari pemilik tanah

2) Mukhabarah: Bibit tanaman berasal dari penggarap

Kesejahteraan
a. Pengertian kesejahteran

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti Dalam
istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi
manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam
keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan
dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau
teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi
kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial
menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara
sejahtera.

Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang
dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan
finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan
yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.
Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan
juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan

atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga
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anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus
penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai
workfare.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang
dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum
terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum
memperoleh pelayanan sosial dari negara.

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari
segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sedangkan
kesejahteraan adalah keamanan dam keselamatan (kesenangan hidup,
dsb), kemakmuran Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah
masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan
hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan
kemakmuran. Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti
terbebas dari bahaya dan gangguan. Sehingga, hidup yang sentosa
adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya

seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga
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dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah
maupun batiniah. Kesejahteraan masyarakat adalah  kondisi
terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak,
tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan
kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap
individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas
anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani
dan rohani

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi islam,
suatupemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat
denganpenyediaan liangkungan yang sesuai untuk aktualisasi
pembangunandan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini
terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan
yang yang dilakukanuntuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.
Suatu masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi
materi, meningkat, sertapemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan
porsi dan sebagaimana mestinya
Konsep kesejahteraan dalam Islam

Kehadiran Islam di semenajung Arab telah berhasil merubah
status kesejahteraan masyarakat arab pada waktu itu —yang sebelumnya
sangat timpang. Kekayaan sebagian besar dimiliki segelintir
bangsawan dari pemuka arab, namun setelah Islam kekayaan

terdistibusi lebih merata. Islam telah hadir dengan segenap konsep
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sosialnya Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan
sosial dimulai dengan “Islam‘, yaitu penyerahan diri sepenuhnya
kepada Allah SWT. Agama Islam memberikan kemaslahatan yang
besar, karena dipegang oleh orang yang amanah.

Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi
nikmat, membagi kebahagian dan ketenangan tidak hanya untuk
individu namun untuk seluruh umat muslim lintas negara Nabi
Muhammad SAW sosok pertama yang melahirkam komunitas Islam,
berkat sosok beliau yang mengagumkan dalam hal kepribadian.
Kepribadian ini telah menelorkan keluarga yang harmonis. Siti
Khadijah, Ali ibni Abu Thalib, Fatimah alZahra dan lain-lainnya. Lalu
muncul diluar keluarga tersebutkeluarga Abu Baka al-Siddig dan
keluarg-keluarga lainnya, hingga terbentuklah pada akhirnya
masyarakat yang mempunyai keseimbangan antara keadilan dan
kesejahteraan sosial.*®

Dari perbedaan pemahaman tolak ukur kesejahteraan tersebut,
baik itu dari kerangka berpikir material, spiritual dan pelaku ekonomi
konvensional. Dalam Islam memiliki ukuran kesejahteraan yang
berbeda. Ini bisa dipahami dari ayat al-Qur’an yang menjelaskan

tentang kesejahteraan salah satunya ialah QS Al-An’am 82:
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*8 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat
(Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 131
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Artinya:  “Orang-orang yang beriman dan tidak
mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka
Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang
yang mendapat petunjuk”

Ayat ini menjelaskan bahwa keamanan adalah keamanan dari
azab Allah yang menimpa kepada orang yang beriman dan ibadahnya
diridhai oleh Allah. Yakni: sesungguhnya orang-orang yang beriman
kepada Allah Ta'ala dan tidak mencampurkan keimanannya dengan
lezaliman yang besar, yaitu mempersekutukan-Nya, hanya bagi
merekalah tanpa yang lainnya keamanan kekekalan di negeri azab
(neraka). Sedang di balik itu mereka berada antara harap dan cemas.
Ini bisa dipahami dari ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang

kesejahteraan salah satunya ialah QS QS. Al-A’raf: 96
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Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman
dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat
Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Al-Maraghi menjelaskan akibat dari ketaatan kepada seruan
Nabi Muhammad shalallahu “alaihi wasallam untuk beribadah kepada
Allah semata dan mereka mau meninggalkan segala yang dilarang,
seperti syirik dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan
kekejian dan dosadosa, adalah Allah akan turunkan pada mereka hujan
yang bermanfaat yang dapat menyuburkan tanah dan memberikan

kemakmuran hidup dalam negeri serta Allah datangkan kepada mereka

ilmu-ilmu, bermacam-macam pengetahuan dan kepahaman tentang
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sunah-sunah alam semesta yang belum pernah dicapai oleh umat
manusia sebelumnya.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap
manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti
mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu
berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua
selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya,
mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja
demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan
memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari
berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak
akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan
orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam
bukunya Mugaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”,
manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi
kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk
menjual barangbarangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk
menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang
bisa dikonsumsi.

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai
GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP

dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di
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tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran
kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat,
karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-
orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup. Alat yang sering
digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan
konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan
pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk
sector informal,

Negara Indonesia pekerjaan di sector informal lebih banyak
daripada pekerjaan di sector formal dan data untuk sector informal
secara keseluruhan suli Sedangkan jika kita mengukur kesejahteraan
masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga menemukan
problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya orang
mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa
besarnya pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang
mewah maupun barang illegal, selain itu antara satu rumah tangga
dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki perbedaan
karakteristik.

Namun sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan
yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi
konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik
untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam,

sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada tiga klasifikasi status social
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berdasarkan pendekatan zakat, kelompok Ashnaf Tsamaniyah,
kelompok menengah, dan kelompok kaya (wajib zakat).t ditemukan.
Kesimpulannya bahwa andaikan mereka mau beriman niscaya
Allah beri mereka kekayaan yang sangat luas dari segala penjuru, dan
Allah mudahkan mereka mendapat ganti dari hukuman-hukuman yang
telah menimpa mereka, sebagian dari langit dan ada pula dari bumi.
Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi
3 aspek:
1) Aspek Pribadi
Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi la
memberkahi di dalamnya, melengkapi dengan bahan-bahan makanan,
perbekalan-perbekalan dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi
dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga
merasa sejahtera dan bahagia. Tugas setiap orang (individu) dalam
masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah
bekerja, mencari sumber penghidupan. sebagaimana dijelaskan dalam

sebuah surat Al-a’raf:10

e vy
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UJ‘)&JuMuﬁM@Q%}g&JY‘éé&EJ
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian
di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber)
penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”

Sesudah menjelaskan pusat-pusat kekayaan yang Allah

peruntukan badi manusia, ayat tersebut di atas meyakinkan bahwa

sesungguhnya pusat-pusat kekayaan itu sudah mencukupi dan



72

memenuhi apa yang dibutuhkan dan di inginkan manusia. Hal ini

dijelaskan pula dalam firman Allah swt: Q.S Ibrahim :34

®

& o s d PrY ") I
) Gsladd ¥ Al Guans T8 o) 6sal L R 0n L0816
. . w4t 2L LGt
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Artinya : “Dan Dia telah memberikan kepadamu
(keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan
kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah

dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu,

sangat zalim dan sangat mengingkari [nikmat Allah]”

&

Bekerja mencari sumber penghidupan (ma’ayishah), adalah
senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam
mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan
kemakmuran dunia. Dimana dalam tugas ini Allah SWT telah memilih
manusia untuk mengelolanya. Islam sangat mengecam pengangguran,
peminta-minta dan orang pasif yang hanya menunggu rizki. Semua
usaha dan untuk mencari rizki yang halal dicatat sebagai ibadah.

2) Aspek Keluarga & Masyarakat

Tidak diragukan lagi menurut Al-Quran bahwa mengabdi dan
ihsan (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-
nilai insani dan ilahi, yakni suatu kebaikan dan kesempurnaan yang
mengandung nilai yang sangat tinggi. Dorongan untuk memperhatikan
keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas dalam

ayat : ( al-Isro’-26).
1508 S Yy il Gl iy A6 ol 15 e
Artinya . “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros.”
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Kata (att) pada ayat tersebut berarti pemberian yang lengkap.
Maksud dari pemberian tidak hanya sebatas pada sesuatu yang bersifat
materi saja, akan tetapi juga yang non materi. Setelah pada ayat
sebelumnya memberi tuntunan menyangkut ibu-bapak, ayat ini
melanjutkan tuntunan kepada kerabat selain mereka, (Dan berikanlah
kepada kerabat-kerabat terdekat) dari pihak ibu maupun ayah,
walaupun keluarga jauh (berikan haknya) berupa bantuan, kebajikan
dan silaturrahmi, dan pembelanjaan untuk maksiat kepada Allah SWT
dan lebih luas lagi semua pengeluaran yang yang bukan haknya.
Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada pembesar kafir
Quraish yang setiap minggu menyembelih unta, suatu ketika ada
seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang disembelih,
namun ia tidak memberinya.

Peristiwa tersebut merupakan latar belakang turunnya tiga ayat
pertama dalam QS.AlIMaun/107. Tentu saja perilaku pembesar
Quraish itu dapat dikategorikan kedalam perbuatan tabzir/pemborosan
yang dikecam pada QS. Al-Isra-26 di atas, dan mereka termasuk
golongan orang yang mendustakan agama (hari pembalasan).Firman
Allah swt :demikian juga (kepada kaum miskin) walaupun bukan
kerabat, (dan para musafir) yang berupa zakat ataupun sodagah atau
bantuan lainnya yang mereka butuhkan, (dan janganlah kamu

menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros yaitu dengan
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sesuatu hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Adapun kata

tabzir/pemborosan dimaknai sebagai:

?L’da uJ“ ua;.} \)[j ?“"‘d\ “&3.1 Lgﬂ\ dhs u.\ﬂ\_a u_uS.\ Lgd]\ &_u;J\

u.\S...MS\
Artinya : “ Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? ltulah
orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk
memberi makan orang-orang miskin” (OS, al-Maa 'un: 1-3)

3) Aspek Negera / Pemerintah.

Dalam pengelolaan negara, Islam memberikan panduan bagi
pemimpin negara agar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
senantiasa berpihak atas nama kesejahteraan rakyatnya dengan
berpedoman kepada sebuah kaidah Oleh karena itu, Fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar dipelihara negara, demikian bunyi UUD
1945. Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera,
adil dan makmur. Namun demikian Al-Quran memberikan syarat
tercapainya negeri yang sejahtera tersebut yakni (‘lau’/jikalau) hanya

melalui iman dan takwa. Firman Allah SWT :

gw\wus}e@suﬂ\ &y 14 \;wsx\qz\u\gj

M\y\&@*h&\yﬁuﬁjua‘)\ﬂj
Artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah
dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu,
maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (al-4 'rof 96)

Demikian setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa,
harta, dan kehormatannya. Jangankan membunuh atau merampas harta
secara tidak sah, mengejek dengan sindiran halus apalagi sampai

mengancam, atau memberi gelar yang tidak pantas, atau berburuk



75

sangka, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Kesemuanya ini
terlarang dengan tegas, sebab bisa menciptakan perasaan takut, kurang
aman, ataupun kegelisahan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya
kesejahteran yang didambakan baik lahir maupun batin. Kewajiban
negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan makmur
bagi setiap warga penduduknya dapat tercapai, tanpa memandang suku
golongan maupun agamanya -sesuai dengan misi Islam sebagai
Rahmatan bagi semesta alam.
4. Hakikat Kesejahteraan Masyarakat
Hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang/kelompok yang
hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah
kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang,
sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif
yang pernah terjadi.

1) Beriman dan tidak Dzalim Iman menurut batasan syara’ ialah
memadukan ucapan dengan pengakuan hati dan perilaku. Dengan lain
perkataan mengikrarkan dengan lidah akan kebenaran Islam,
membenarkan yang diikrarkan itu dengan hati dan tercermin dalam
perilaku hidup sehari-hari dalam bentuk amal perbuatan. Iman dan
aman sangat erat hubungannya, dimana kalau tidak ada iman dalam
jiwa manusia, sukar akan tercapai keamanan dalam masyarakatnya.
keamanan masyarakat berarti setiap orang memperoleh haknya, di

samping kesanggupan memenuhi kewajibannya
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2) Mengerjakan Amal Saleh Menurut Quraish Shihab amal saleh adalah
pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada (akibat
pekerjaan tersebut) suatu mudharat (kerusakan) atau dengan
dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Menurut Muhammad
Abduh disebutkan bahwa amal saleh adalah segala perbuatan yang
berguna bagi pribadi, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut Zamakhsyari adalah segala bentuk perbuatan yang sesuai
dengan dalil akal, al-Qur’an dan as-Sunnah Antara Iman dan amal saleh
(perbuatan baik) dalam Al-Qur’an dijalin berpilin dengan eratnya, bagai
tidak dapat atau tidak boleh diceraikan antara keduanya. berulangkali,
apabila disebut alladzina amanu (orang-orang yang beriman)
disambung dengan wa’amilushshalihat (dan mereka mengerjakan amal
shaleh.)para ahli ilmu pernah memberikan perumpamaan amal saleh
tanpa iman bagai pohon yang tiada mempunyai urat tunggang,
sebaliknya iman yang tiada melahirkan amal soleh bagai pohon yang
tiada berbuah.

B. Penelitian Terdahulu yang Relavan
Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan
dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Oleh sebab itu
penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan dengan

penelitian ini, yang nantinya akan menjadi barometer dalam penelitian.
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Penulis/Judul/Penerbit

Metode Hasil Penelitian Perbedaan
Jurnal

Rachmat Sugeng, Dede | Jurnal ini menggunakan | Hasil penelitian | Artikel ini
Rohmana,  Nurviyanti | metode depskripsi yaitu | menunjukkan bahwa | menjelaskan
Andang/ SISTEM | penelitian lapangan pelaksanaan sistem bagi | bagaimana
BAGI HASIL AKAD hasil akad muzara’ah | mengetahui
MUZARA’AHPADA yang dilakukan | sistem
MASYARAKAT masyarakat petani | muzara’ah
PETANI penggarap dan pemilik | dalam  hukum
PENGGARAP DAN lahan di Kel. | islam,
PEMILIK LAHAN DI Batupapan Kec. Makale | muzara’ah lahan
KEL. BATUPAPAN, Kab. Tana  Toraja | pertanian yang
KEC. MAKALE, KAB. adalah sebagai berikut | dilakukan oleh
TANA TORAJA/ :Penerapan akad | masyarakat
Indonesian Journal of muzara’ah di Kelurahan | Desa Alur
Business Analytics Batupapan sudah | Nyamuk
(JBA)Vol.1,No0.2,2021: sesuai dengan sistem | Kecamatan
211-22 yang disyariatkan | Birem Bayeun,

agama islam khususnya
dalam bidang pertanian

serta
pelaksanaan

yaitu bentuk  kerja | muzara’ah  di

sama dengan sistem | Desa Alur

bagi  hasil muzara’ah. | Nyamuk

Sistem bagi hasil yang | Kecamatan

terjadi adalah | Birem Bayeun

berdasarkan kesepakatan | tidak sesuai

antara kedua bela pihak. | dengan

Perjanjian yang | perjanjian.

dilakukan adalah dengan

lisan, dimana antara

kedua bela pihak saling

mempercayai antar

sesama. Bentuk Kerja

sama dengan sistem

bagi hasil dilakukan di

Kelurahan  Batupapan,

karena adanya pemilik

lahan yang memiliki

lahan pertanian tapi tidak

memiliki keahlian untuk

bertani, disisi lain ada

petani penggarap yang

memiliki keahlian

untuk  bertani  tetapi

tidak  memiliki  lahan

dan modal
Achmad Otong | Jurnal ini menggunakan | Dari hasil Artikel ini
Busthomi, Edy | Metode kualitatif penelitiannya diperoleh | menjelaskan
Setyawan dan lin | dengan  memanfaatkan | bahwa akad dilakukan | Petani yang
Parlina/ AKAD | pendekatan deskriptif | secara lisan atas dasar | tidak memiliki
MUZARA’AH kualitatif hukum | tolong menolong dan lahan  memilih
PERTANIAN PADI ekonomi Syariah. Teknik melakukan

DALAM
PERSPEKTIF
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Penulis/Judul/Penerbit

Metode Hasil Penelitian Perbedaan
Jurnal
HUKUM EKONOMI | pengumpulan data yang | kepercayaan. Perjanjian | kerjasama
SYARIAH/ Al- | dilakukan yaitu | itu diistilahkan dengan | muzara“ah
Mustashfa, Vol. 3, No. | observasi, = wawancara | maro, dimana pemilik | dengan pemilik
2, Desember 2018 dan dokumentasi dan penggarap lahan sesuai
sepakat hasilnya akan | adat, tanpa
dibagi dua  dengan | mengetahui
ketentuan pemilik | apakah

menyerahkan lahan dan
modal

produksi seperti bibit
padi dan lainnya,
sedangkan penggarap
menyediakan alat dan
tenaga.

Menurut hukum

ekonomi Syariah, akad
muzara“ah dilakukan
berdasarkan rukun dan
syarat,

sehingga apabila syarat-
syarat muzara“ah
terpenuhi maka akadnya
sah.

perjanjiannya
sesuai atau tidak
dengan hukum
ekonomi
Syariah.
Sebagaimana
dalam
praktiknya  di
desa  Gebang
Kulon,
kesepakatan
akadnya
terdapat
penyimpangan
yang
berkelanjutan
sehingga terjadi

pembatalan.
Rosmiyati, M. Thahir Jurnal ini menggunakan | Hasil penelitian Artikel ini
Maloko/ Metode yang digunakan | ini menunjukkan bahwa | menjelaskan
AKAD MUZARA’AH | dalam  penelitian  ini | pada Kelurahan | tentang  Kerja
PERTANIAN PADI adalah metode kualitatif | Mamminasae akad | sama antara
DALAM merupakan metode yang | muzara’ah biasanya | penggarap dan
PERSPEKTIF menekankan pada | dilakukan di pertanian | pemilik sawah
HUKUM EKONOMI pemahaman  mengenai | padi, dimana pemilik | di  Kelurahan
SYARIAH/ EI- masalah-masalah atas | sawah memberikan | Mamminasae
Igtishady: Jurnal Hukum | problematika sosial | sawahnya untuk dikelola | dilakukan
Ekonomi Syariah berdasarkan kondisi | oleh penggarap atau | perjanjian atas
Volume 3 Nomor 2 realitas  (nyata) dan | petani dengan semua | dasar akad
Desember 2021 natural  setting yang | modal ditanggung oleh si | Muzara’ah
kompleks dan  rinci, | pemilik sawah mulai dari | yaitu, 1/2 atau
penelitian kualitatif | alat berat yang | 1/3 dari hasil
berusaha  mendapatkan | dibutuhkan untuk | panen. Akad
pemahaman, pencerahan | membersinkan  sawah, | tersebut

terhadap fenomena dan
eksploitasi pada situasi
yang sama

bibit padi, pupuk, dan
sebagainya. Jadi, petani

hanya mengeluarkan
tenaganya untuk
membersihkan  sawah,

menanam padi,

merawat padi,
nanti tiba panen.

sampai

dilaksanakan
secara lisan
tidak ada yang
menyaksikan
dan  prosedur
hukum yang
mendukung.
Dalam hal ini
modal
ditanggung oleh
pemilik  lahan
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Penulis/Judul/Penerbit
Jurnal

Metode

Hasil Penelitian

Perbedaan

(sawah) dari
mulai
membersihkan,
memasukkan air
ke sawah,
modal  traktor
dan lain lain
Penggarap
hanya
bermodalkan
tenaga saja.
Ternyata hasil
akhirnya
penggarap lahan
(sawah)  tidak
menerima
berdasarkan
perjanjian
tersebut.
Pembagian hasil
tersebut
membuat salah
satu pihak
terutama
penggarap lahan
(sawah) merasa
dirugikan  dan
kecewa karena
tidak  adanya
kejelasan  dan
tidak sebanding
dengan
pekerjaan yang
mereka lakukan.

Seri Wahyuni Harahap ,
Sri Sudiarti,  Atika/
ANALISIS
KESEJAHTERAAN
PETANI:
PENERAPAN AKAD
MUZARA’AH Dl
DESA SIGORBUS
KABUPATEN
PADANG LAWAS/
SYARIKAT : Jurnal

Rumpun Ekonomi
Syariah ~ Volume 6
Nomor 2, Desember
2023

Penelitian ini
menggunakan ~ metode
kualitatif dengan teknik
pendekatan secara
deskriptif. Subjek dalam
penelitian  ini  vyaitu
pemilik lahan dengan
petani penggarap. Proses
pengumpulan data ini
dengan data Primer dan

Sekunder.

Hasil Penelitian jurnal
ini: 1) Pelaksanaan akad
muzara’ah  di  desa
Sigorbus antara pemilik
lahan dengan penggarap,
dimana si pemilik lahan
menyerahkan lahannya
untuk  digarap  oleh
petani penggarap

lahan
lahan

pemilik

menyerahkan
sekaligus  bibit  agar
sipenggarap bisa
mengolah bibit dilahan

Artikel ini
menjelaskan
tentang
pelaksanaan
perjanjian akad
muzara’ah  di
desa  Sigorbus
tidak  terdapat
kekeliruan

akad
hanya

dalam
tersebut
saja
pengetahuan
Masyarakat




80

Penulis/Judul/Penerbit
Jurnal

Metode

Hasil Penelitian

Perbedaan

tersebut. 2)
Kesejahteraan petani
dalam penerapan akad
muzara’ah  di  desa
sigorbus Kabupaten
Padang Lawas vyaitu
Sejahtera  dilihat dari
cara kerja sipenggarap
dalam mengolah lahan
tersebut  sehingga  si
penggarap semangat
mengolah lahan tersebut.
Dapat disimpulkan dari
pelaksanaan akad
muzara’ah antara
pemilik lahan dengan si
penggarap  sama-sama
menguntungkan dari
hasil panen tersebut,
sehingga terjadinya
kesejahteraan antara
keduanya.

terhadap  akad
muzara’ah

dalam  konsep
Islam  sendiri
masih  sangat

minim.

Nini
Raus/
PELAKSANAAN
PERJANJIAN BAGI
HASIL MUZARA’AH
DI JORONG SAWAH
KAREH NAGARI
BALIMBING
MENURUT FIKIH
MUAMALAH/ Jurnal
Integrasi Ilmu Syari‘ah,
Volume 2, Nomor 2,
Mei-Agustus 2021

Zulhanif, Afrian

Penelitian  ini  adalah
penelitian lapangan field
research yang penulis
lakukan di Jorong Sawah
Kareh,Nagari

Balimbing,KecamatanRa
mbatan Kabupaten
Tanah Datar  vyaitu
kepada pemilik tanah
dan  penggarap  dari
tanah tersebut. Sumber
data terdiri dari dua
sumber data, sumber
data primer dan sumber
data sekunder.

Hasil penelitan jurnal ini
diperoleh  dari  lima
kelompok warga yang
melaksanakankerjasama
muza'raah ini, hasil yang
diperoleh adalah
pertama;  dari  segi
batasan waktu terdapat
pelaksanaan  perjanjian
yang tidak sesuai dengan
teori  figh muamalah
karena ketika  dua
kelompok  bekerjasama
dan salah satu pihak
meninggal dunia maka
perjanjian muzara'ah
tidak  berakhir.Kedua;
dalam hal bagi hasil,
masih ada penggarap
yang mengambil bagian
tanah yang seharusnya
ketika salah satu

kelompok yang membuat
perjanjian meninggal
dunia, maka berakhir
pula akad dan bagi hasil.
Namun  kenyataannya,
para penggarap masih
mengambil hasil dari

Artikel ini
menjelaskan
tentang praktik
pelaksanaan
akad Muzara'ah
di Jorong Sawah

Kareh  Nagari
Balimbing.
Tujuan artikel

ini adalah untuk
mengetahui dan
menjelaskan
praktek
pelaksanaan
akad Muzara'ah
di Jorong Sawah
Kareh  Nagari
Balimbing

ditinjau dari tiga
aspek yaitu
batas waktu
pelaksanaan,
bentuk bagi
hasil dan status
kepemilikan
menurut  Figih
Muamalah
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Metode Hasil Penelitian Perbedaan
Jurnal

lahan tersebut. Hal ini
tidak  sesuai  dengan
konsep bagi hasil
muzara'ah, kecuali
kemudian dilakukan
dengan konsep bagi hasil
atas dasar kesepakatan
suka sama suka antara
ahli waris pemilik tanah
dan penggarap di
kemudian hari. Ketiga ;
Dilihat  dari  konsep
status  kepemilikannya,
tanah yang berbentuk
kerjasama ini termasuk
dalam harta  tidak
sempurna karena
kepemilikan tanah hanya
sebatas kegunaan benda
atau manfaatnya saja.
Namun dalam
prakteknya ada
kelompok yang ketika
pihak pertama (pemilik
tanah) meninggal dunia
dan tidak ada penetapan
tanggal berakhirnya
muzara'ah dalam akad,
menganggap bahwa
dialah pemilik tanaman
dan tetap  mendapat
manfaat  dari  tanah
tersebut.

C. Kerangka Pemikiran
Implementasi Muzara’ah pada masyarakat petani Nagari Limo Kaum ,
dimana disini yang digunakan yaitu implementasi muzara’ah yang merupakan
salah satu tahap dalam proses implementasi dilaksanakan setelah sebuah
kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas serta kebijakan
kepadamasyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan. Kerangka pemikiran merupakan gambaran
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sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur penelitian.

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur
berpikir atau alur peneltian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti
dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka
berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam
mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapt menyelesaikan arah
rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Nagari Limo Kaum
merupakan suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani
penggarap dalam mengolah lahan pertanian dengan keuntungan dari hasil
panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi hasil ini mempunyai
nilai tolong-menolong, menjaga kemakmuran bumi serta melestarikan daerah
pertanian sebagai sumber kekayaan alam. Adapun kerangka pemikirannya
adalah sebagai berikut :

Bagan Kerangka Berfikir

Lahan pertanian/
Sawah

J

Perjanjian

Pemilik Sawah |

Penggarap Sawah

! )

Biava Biaya

V. v

Hasil Pertanian Bagi Hasil Pertanian
(Padi) ?|__Hasil__[< (Padi)
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Dari bagan kerangka berfikir di atas menjelasan bahwa pemilik lahan
melakukan kerjasama dengan penggarap lahan dalam sebuah perjanjian bagi hasil
untuk menggarap lahan pertanian. Kemudian dari kerjasama itu mengahasilkan hasil
dari lahan pertanian tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepekatan kedua
belah pihak, dimana dalam hal itu, lahan berasal dari pemilik lahan sedangkan bibit
dan pupuk itu berasal dari kedua bela pihak sesuai kesepakatan diawal serat keahlian
SDM berasal dari penggarap lahan. Penggarapan sawah di Nagari Limo Kaum ini
mempunyai sistem muzara’ah. Salah satu sektor pertanian yang merupakan salah satu
komoditi tanaman pangan adalah tanaman padi.

Padi merupakan tanaman yang banyak diusahakan oleh petani karena padi
dapat menghasilkan beras yang merupakan bahan makanan pokok. Selain untuk
memenuhi kebutuhan sehari hari petani mengusahakan tanaman padi juga untuk
memperoleh pendapatan. Keberhasilan petani dalam berusaha tani padi dapat dilihat
dari besar kecilnya produksi padi tersebut. Dalam kegiatan usaha tani padi luas lahan
merupakan salah satu faktor yangs angat penting, karena luas lahan yang diusahakan
untuk suatu kerja sama akan mempengaruhi jumlah produksi yang diperoleh dalam
satu musim tanam, sehingga akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan
oleh petani dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Kerja sama ini dikenal pemilik lahan dan petani penyakap dimana pada kedua
status ini terjalin sebuah kerjasama yang akhirnya diharapkan dapat memberikan
keuntungan dalam peningkatan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini berakibat
pada adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan antara petani pemilik
dan petani penyakap. Hal inilah yang juga menjadi faktor faktor yang mendasari
munculnya sistem bagi hasil. Selain karena telah menjadi suatu adat kebiasaan

masyarakat setempat, aturan pemerintah, dan kesepakatan kedua belah pihak.
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Sedangkan pendapatan dimana yang akhirnya berdampak pada pendapatan
masing masing dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga tani, sebab sistem bagi
hasil merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup petani.
Dengan adanya status petani, maka pendapatan yang diperoleh baik pemilik lahan
maupun petani penggarap dengan melalui sistem bagi hasil (Muzaraah) dimana yang
dilakukan setelah adanya perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama serta
disetujui oleh pihak pemerintahan setempat. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan
atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap.
Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian
yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ialah kerangka kerja dalam melakukan proyek
penelitian. Desain  penelitian digunakan untuk membantu peneliti
dalammengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam mendapatkan pilihan-
pilihan penting dalam metodologi. Secara universal, desain penelitian
merupakan seluruh proses yang dibutuhkan dalam merancang dan melakukan
penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan
spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan) dimana penulis
menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan desain penelitian kualitatif serta
tata cara ataupun prosedur yang wajib dicoba oleh seseorang peneliti dalam
membuat serta menyusun desain penelitian supaya penelitian yang akan di
coba lebih terencana.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk
menggambarkan kondisi status fenomena secara sistematik dan rasional
(logika). Menurut Noeng Muhadjir, penelitian kualitatif lebih konsekuen jika
penelitian yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan dalam
mendapatkan hasil deskripsi dilapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata tertulisataupun

lisan dari orang-orang atau pelaku diamati.*®

%% Uliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 108
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Menurut Miles dan Huberman, sesuatu kegagalan terjadi apabila
seseorang peneliti kualitatif yang telah memakan banyak waktunya di
lapangan tidak memanfaatkannya untuk sekaligus melakukan analisis. Dengan
kata lain, pengumpulan data seolah-olah tidak didasarkan pada teori yang
digunakan, melainkan sekedar hanya atas dasar data yang ditemukan pada saat
itu. Oleh sebab itu, peneliti tidak wajib terikat pada sesuatu teori tertentu

Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang
tidak dipelajari secara ketat ataupun belum diukur dari segi kuantitas,
keseriusan, ataupun frekuensi. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi
alami dan bersifat inventif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan
kuncinya. Oleh sebab itu, peneliti harus mempunyai teori dan pengetahuan
yang luas sehingga bisa mengajukan pertanyaan, menganalisis serta
mengkonstruksi objek yang diteliti jadi lebih jelas. Penelitian kualitatif
digunakan apabila perkaranya tidak jelas, mengetahui arti yang tersembunyi,
menguasai interaksi sosial, meningkatkan teori, membenarkan validitas
datadan informasi, dan mengkaji sejarah pertumbuhan.®

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini merupakan
penelitian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan serta
menganalisis data dalam wujud kata-kata (lisan atupun tulisan) danaksi
manusia dan peneliti tidak berupaya untuk menghitung atau mengkuantifikasi
informasi / data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian, tidak

menganalisis angka.

* Winarno Surahkamand, Pengantar Penelitian llmiah, (Jakarta: Tarsito, 1989), him. 139
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Ada beberapa langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif.

Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Mengenali fenomena yang hendak diteliti, sebelum riset dilakukan, peneliti
harus mengidentifikasi fenomena tertentu yang disukai.

2. ldentifikasi partisipan dalam penelitian, partisipan dalamriset ini
adalahsampel yang akan diamati atau dengan kata lain disebut subjek
penelitian.

3. Pengumpulan data, data tidak dikumpulkan pada akhir riset. Di sisi lain,
pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada saat riset
berlangsung Peneliti terus mengamati orang dan peristiwa, kerapkali untuk
melengkapi dengan wawancara dan pengecekan dokumen dan catatan yang
relevan.

4. Analisis data, menganalisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya
melibatkan analisis, dan mereduksi informasi peneliti yang diperolehdari
berbagai macam  sumber  (misalnya:  observasi,  wawancara,
dokumen)menjadi deskripsi.

5. Interpretasi dan Kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi
dilakukan secara terus menerus selama ekspedisi riset, sehingga dalam
mencari kesimpulan penelitian kualitatif kurang terintegrasi dengan
langkah-langkah proses riset.

Sesuai dengan hakikatnya, sebagai penelitian alamiah, seperti
disinggung di atas, dalam penelitian kualitatif data dianggap sebagai bagian

dari suatu totalitas, atau secara utuh. Dengan demikian, data sudah diuji sejak
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awal penelitian, bahkan sejak penyusunan proposal. Menurut Miles dan
Huberman, sesuatu kegagalan terjadi apabila seseorang peneliti kualitatif yang
telah memakan banyak waktunya di lapangan tidak memanfaatkannya untuk
sekaligus melakukan analisis. Dengan kata lain, pengumpulan data seolah-
olahtidak didasarkan pada teori yang digunakan, melainkan sekedar hanya atas
dasar data yang ditemukan pada saat itu. Oleh sebab itu, peneliti tidak wajib
terikat pada sesuatu teori tertentu.™

Ada pula alasan riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif
adalah karena dalam riset ini data yang dihasilkan berbentuk data deskriptif
yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang
berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Ciri- ciri
yang telah diungkapkan di atas, peneliti memilih metode kualitatif untuk
melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang diformulasikan dalam
riset ini sehingga tercapailah tujuan dari riset ini yaitu “Implementasi Bagi
Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di

Nagari Lima Kaum, Kab. Tanah Datar dalam Perspektif EKonomi Islam”

B. Jenis Dan Sumber Data
Terdapat 2 sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu:
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk

' Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan llmu Sosial
Humaniora, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 96.
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dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer
dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada masyarakat yang
menerapkan sistem bagi hasil pertanian.
2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam
bentuk laporan, jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundangundangan.
Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku
hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai sistem bagi

hasil pertanian.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Nagari Limo Kaum, yang berada di

Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat.

D. Key Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan
secara purposive, yakni dipilih bebrapa orang kurang lebih 7 orang memilik
lahan dan 10 orang pengarap dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Jadi,
periset memilih key informan yang sesuai dengan tujuan periset ataupun yang
dianggap mempunyai data yang relevan dengan permasalahan utama
penelitian. Adapun key informan yang tepat dalam memberikan informasi dan
data yang akurat mengenai Implementasi bagi hasil yang dilakukan Oeh

masyarakat Nagari Limo Kaum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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di Nagari Limo Kaum adalah Pemilik lahan pertanian padi Nagari Limo
Kaum, serta Para Penggarap Lahan Pertanian Di Nagari Limo Kaum serta
Pimpinan Nagari Limo Kaum dan Para Ulama Setempat
E. Sumber Data
1. Subjek
Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam
rangkapembuntutan sebagai sasara. Subjek penelitian merupakan
seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangan darinya. Dalam
hal ini, karena penulis menggunakan medote penelitian kualitatif, maka
tidak ditentukan adanya populasi atau sampel.Subjek penelitian yang
dibutuhkan telah ditentukan dengan sendiri dalam fokus penelitian. Di
mana, subjek penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan
memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan
tema dan masalah selama proses penelitian.
2. Objek
Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok
pembicaraan. Adapun objek dalam Penelitian ini Implementasi Bagi
Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Padi Di Nagari Limo Kaum, Kab. Tanah Datar
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, selain itu digunakan
alat bantu untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah,

menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan
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memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis instrument
penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan di teliti.
Adapun alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian
ini yaitu alat perekam dan alat tulisuntuk mencatat hasil-hasil wawancara
dengan para informan serta data atau keterangan yang terkait dengan topik
pembahasan yang diusung.
. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta
untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan
observasi, wawancara (interview) dan telaah dokumen sebagai teknik
pengumpulan data.
1. Observasi
Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidiki. Observasi di sini yaitu dengan mengadakan
pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek
penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu
mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktik kerja sama yang terjadi
di tengah masyarakat Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
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keterangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara (interview)
dengan memilih beberapa narasumber dari pihak pemilik lahan dan
pengelola yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk
memberikan keterangan dalam hal kegiatan menyewa tanah di Nagari
Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
3. Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan
untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi
yang penulis maksudkan adalah data tentang kependudukan maupun luas

wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data
adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun berarti
menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategor. Berikut adalah langkah-
langkah model analisis data Miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat
banyak, umtuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah
dikemukakan, maka lama peneliti ke lapangan, maka jumlah dfata makin

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis
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dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema
dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah  peneliti  untuk  melakmukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

Display data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar Kkategori. Kategori flowchat dan
sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjdi, merncanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apa yang telah dipahami tersebut.

. Penarikan  kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Pada proses ini dilakukan analsisi mendalam terhadap data
yang telah dikumpulkan. Tahapan ini akan berguna untuk memberikan
gambaran terhadap hasil penelitian yang sesungguhnya untuk menjawab
permasalahan penelitian dengan melakukan penarikan kesimpulan. Agar
dapat menarik kesimpulan, maka perlu dilakukan analisis mendalam
terlebih dahulu baik yang berasal dari catatan lapangan obsevarsi maupun
dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Bagi Hasil Muzara’ah
Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di

Nagari Lima Kaum Kab. Tanah Datar”,



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola bagi hasil
dikalangan petani pad di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, maka
dapat ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep yang di terapkan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum, sehingga
semua sistem kerja sama atau bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat
merupakan salah satu hal yang sudah biasa atau lumrah dikalangan
masyarakat atau sering terjadi kerja sama antara pemilik sawah dengan
pengelola untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan hidupnya.
Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum yang dilakukan
antara petani pemilik lahan dan petani penggarap secara lisan. Yang mana
perjanjian dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan atas dasar saling
percaya antara masing-masing pihak yang terlibat. Pada umumnya, petani
pemilik lahan hanya akan mempercayakan pengolahan lahan pertanian
mereka kepada orang yang dikenal baik oleh petani pemilik lahan dan
telah dipercaya karena sudah memenuhi kualifikasi.

Pelaksanaan setelah akad yang dilakukan melalui perjanjian yang
telah disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Para
buruh tani yang dahulu nya menggarap lahan berasal dari kalangan kurang
mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil muzara’ah, secara ekonomi para
buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian

buruh tani sudah mampu membeli lahan sediri. Bagi buruh tani sudah
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memiliki lahan sendiri mereka fokus untuk menggarap lahannya sendiri,
serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang mampu
menggarap lahannya
Sistem bagi hasil pertanian padi yang dilakukan di Nagari Limo Kaum itu
dilakukan sudah berjalan secara turun menurun. Yang mana di dalam
sistem bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum masyarakatnya
berprofesi sebagai petani namun tidak semuanya yang memiliki tanah
sebagai tempat bercocok tanam. Keberadaan budaya sistem bagi hasil
pertanian di Nagari Limo Kaum ini tidak terlepas dari kemunculan tidak
terlepas dari dorongan dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat
dalam bidang pertanian, Dorongan dari tokoh masyarakat ini telah
menyebabkan kesejahteraan para petani  di Nagari Limo Kaum.
Pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan dua bentuk pertama pemilik
tanah bisa mengelolanya sendiri dan berkuasa atas tanah hasilnya, kedua
bisa dengan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani
membayar langsung atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil
dengannnya, pemilik tanah bisa jadi sebuah negara atau sesorang yang
memberikan tanah kepada petani untuk diolah, petani penggarap
membayar baik dengan cara bagi hasil atau membayar tunai secara atas
tanah yang digunakan kepada pemerintah atau kepada tuan-tuan tanah.
Tinjauan Ekonomi Islam mengenai perjanjian bagi hasil Muza’arah
petani nilam di Nagari Limo Kaum vyaitu dalam pelaksanaanya sudah
sesuai dengan sistem bagi hasil dalam islam didasarkan atas adanya saling
percaya, saling kenal, dan asas kerelaan diantara mereka sehingga dalam

penerapannya tidak pernah mengalami yang dinamakan saling curang dan
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saling tutup menutupi hasil panen, dan menguntungkan ke dua belah
pihak, serta semua itu didasarkan atas dasar saling tolong-menolong antara
penggarap dan pemilik lahan sebagaimana dalam Q.S.al-Maidah/ ayat 2
Imlementasi bagi hasil yang dilaukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum,
yaitu menggunakan akad Muzara’ah dan Mukhabarah yang mana pemilik
lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan
meyerahkan sepenuhnya kepada penggarap sampai panen tiba. Sedangkan
untuk pembagian hasil dari panen tersebut masyarakat Nagari Limo Kaum
itu malakukan dengn sistem persenan. Dan ada praktiknya, bagi hasil
pertanian padi di Nagari Limo Kaum memiliki bentuk ideal, yakni
pembagian antara petani pemilik lahan sebanyak 50% dan bagi petani
penggarap sebanyak 50% pula. Dengan catatan apabila terjadi musibah
berupa gagal panen, baik disebabkan oleh bencana alam maupun
disebabkan oleh keberadaan hama serta resiko lain yang tidak diinginkan
yang suatu waktu dapat terjadi, akan tetap menjadi tanggung jawab kedua
belah pihak.ahakan lahan pertanian.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah
adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian
kerjasama tersebut (Muzara’ah) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila
dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik
tanah dan penggarap sawah. Di Nagari Limo Kaum memiliki jumlah
pekerjaan yang terdata sebanyak 3.711 jiwa dengan pembagian laki-laki
sebanyak 2.030 jiwa dan perempuan 1.681 jiwa. Dari jumlah tersebut
menunjukan bahwa profesi yang paling banyak di Nagari Lima Kaum

adalah kelompok petani/pekebun yang mana dilihat total petani/pekebun
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itu sebanyak 550 laki-laki dan 208 perempuan dengan total 758 jiwa di
bandinkan dengan kelompok pekerjaan yang lainnya.

Sistem ini sesuai jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki
dan yang tidak memiliki lahan, karena mereka dapat saling tolong
menolong dengan cara bekerjasama. Bagi pemilik lahan yang tidak
memiliki kemampuan mengelola lahan ataupun jika bisa mengelolanya
pun tidak dapat dilakukan dikarenakan ada alasan lainnya yang
menyebabkan pemilik tidak dapat mengelola lahan tersebut. Maka pemilik
lahan melakukan kerjasama dengan petani penggarap yang memiliki
kemampuan mengelola lahan dan tidak memiliki lahan untuk dikelola

Nagari Limo Kaum, dalam penyelesaian permasalahan berupa
gagal panen atau hasil panen kurang maksimal (disebabkan oleh bencana
alam dan kemunculan hama) ini dilakukan dengan bijaksana, yakni semua
kerugian ditanggung sama besar oleh kedua belah pihak, baik petani
pemilik lahan maupun petani penggarap. Berapapun hasil yang didapat,
masyarakat Nagari Limo Kaum akan mencari bentuk idealnya dalam
proses pembagian hasil akhirnya.

System yang dipakai oleh masyarakat Nagari Limo Kaum itu
menggunkan system bagi hasil akad Muzara’ah dan Mukhabarah, dimana
dalam menjalankan sistem bagi hasil tersebut masyarakat Nagari Limo
Kaum sudah dikatakan sejahterah dilihat dari hasil yang di dapat serta
manfaat yang mereka rasakan dalam melaksanakan sistem bagi hasil
tersebut.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan

Allah, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan mahluk
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ciptaan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sudah
diataur dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihan, adapun mengenai muamalah
telah dijelaskan dalam ilmu figih berbagai macam aturan yang
menyangkut aktifitas manusia mulai dari bangun dari tidurnya sampai
manusia tersebut tidur kembali ada aturannya dalam ilmu figih muamalah,
adapun aturan-aturan dalam hal kerjasama dibidang pertanian Islam
mengenal ada beberapa kerjasama dalam Islam seperti musagah,
muzaraah dan mukhabarah

Biasanya dari segi waktu perjanjian telah ditentukan saat kapan
perjanjian dimulai dan kapan perjanjian berakhir, sehingga dengan
lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhi. Akad
akan berakhir jika dibatalkan salah satu pihak atau misalnya penggarap
sudah tidak sanggup dalam menggarap tanah. Berakhirnya akad juga dapat
dikarenakan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad juga
dikatakan berakhir jika ditemukan ada kelancangan dan bukti
penghianatan (penipuan)

Pembagian hasil pertanian merupakan hal yang sangat penting
dalam proses kerjasama bagi hasil tersebut namun dalam ilmu Figih tidak
dijelaskan mengenai rincian pembagian hasil yang dijelaskan hanyalah
dalam pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakan atau perjanjian
yang telah disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak, bagi hasil
sendiri menurut masyarakat Desa Ujung Mattajang sangat menguntungkan
ke dua belah pihak dapat dilihat dari transparansi penggarap terhadap
pemilik lahan karena mereka menjaga kepercayaan pemilik lahan

sehingga bagi haasil tersebut dapat berjalan



122

B. Saran
Pada akhir pembahasan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran
yang nantinya bisa menjadi solusi atau manfaat dan bahan pertimbangan
terutama bagi pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerja sama
pengelolaan lahan pertanian padi, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu
menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa
dilakukan dan bermanfaat yang selalu berpedoman dengan ajaran yang
disyari“atkan dalam islam. Bagi masyarakat hendaknya berlaku adil dalam
pembagian hasil panen yang tealah disepakati pada awal perjanjian dan
tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal biaya penggarapan lahan sehingga
tidak ada pihak yang merasa dirugikan diantaranya

2. Diharapkan kepada pemilik lahan agar lebih lebih memperhatikan sawah
yang digarap oleh si penggarap dengan saling komunikasi dengan baik dan
sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dengan
penggarap lebih transparan dalam memberikan informasi tentang hasil
panen padi kepadapemilik lahan. Dan untuk kedapannya kepada pemilik
lahan agar bisa melakukan kerja sama dengan baik dan juga sesuai dengan
ajaran Islam yang telah ditetapkan

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil, hendahklah menentukan
berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya
kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.Kepada
masyarakat khususnya petani hendaknya memperhatikan hukum Islam
secara syari’at sehingga dalam pelaksaan kerja sama bagi hasil adanya

kemaslahatan dan keadilan antara kedua belah pihak..
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3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama dan pemerintah Nagari Limo
Kaum agar memberikan perhatian terhadap kerjasama pengelolaan lahan
dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan
penggarap lahan pertanian terutama pertanian padi, dengan membuat
aturan-aturan yang berlaku agar nantinya bisa memberikan rasa
keadailan dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, dan tidak
menyimpang dari ajaran yang telah disyari“atkan dalam Islam.

4. Kepada kedua belah pihak yang bekerja sama, apabila dalam kesepakatan
kerja sama pengelolaan lahan yang digunakan yakni muzara‘“ah dan
mukhabarah terdapat kesepakatan yang bisa merugikan salah satu pihak,
penulis menyarankan sebaiknya pemilik lahan dan penggarap
menggunakan akad ijarah (sewa menyewa), pemilik lahan bisa
menyewakan lahanya kepada penggarap, karena tidak bergantung kepada
hasil panen padi yang tidak pasti. Saran penulis terhadap mayarakat di
Nagari Limo Kaum yaitu masih ada sedikit kekurangan dalam penerapan
bagi hasil ini mesti dilakukan perubahan sedikit agar lebih kuat dasar
hukumya baik dari segi perjanjian, alangkah baiknya apabila perjanjian
secara lisan kemudian didukung dengan adanya hitam diatas putih
yaitu perjanjian tertulis diantara pemilik lahan dan penggarap, serta adanya
saksi diantara mereka yang melakukan perjanjian.

5. Saran penulis untuk pemerintah setempat agar pemerintah memberikan
pelayanan untuk mayarakat khususnya yang ingin melakukan suatu kerja
sama dalam hal bagi hasil pertanian sehingga mereka tidak lagi melakukan
perjanjian yang landasan hukumnya sangat lemah sehingga apabila terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan pasti akan merugikan salah satu pihak, jadi
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sekiranya pemerintah desa juga lebih menfasilitasi masyarakat untuk
melakukan perjanjian hitam di atas putih dan disaksikan oleh saksi dan
mengetahui oleh pemerintah setempat sehingga apabila ada salah satu
yang melanggar akad maka dapat diselesaikan secara hukum dengan bukti-

bukti yang kuat landasan hukumnya
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